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BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kota pada intinya memiliki keterbatasan dari segi fisikk untuk
melaksanakan pembangunan. Perkembangan suatu kota pada prinsipnya
didasarkan pada tuntutan kebutuhan pembangunan, terutama dalam hal
pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Peningkatan jumiah penduduk di
perkotaan mengakibatkan tuntutan pemenuhan kebutuhan akan perumahan beserta
sarana dan prasarana lingkungan yang memadai dalam suatu kawasan.

Permukiman merupakan sekumpulan rumah yang tak terpisahkan dengan
sarana dan prasarana lingkungan untuk mendukung kehidupan penghuminya.
Pengembangan permukiman perkotaan, wilayah dan kawasan secara umum sering
di permasalahkan, dalam hal jumiah unit yang terbangun serta diindikasikan tidak
sebanding dengan angka pertumbuhan jumlah penduduk, termasuk kualitas
bangunan perumahan yang dianggap tidzk memenuhi kualitas layak huni, syarat
estetika serta memenuhi kelengkapan sarana dan prasarana yang memadai.

Masyarakat perkotaan sering mengalami perubahan status sosial ekonomi
masyarakat dengan sendirinya akan menuntut peningkatan kepemilikan bangunan
perumahan dalam satu kawasan permukiman, sehingga memerlukan penyiapan
lahan untuk pelaksanaan pembangunan baik yang dialokasikan pada lahan yang

non produktif yang dapat dikembangkan melalui pendekatan kepada masyarakat

dan pihak swasta yang ingin membangun.




Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang perumahan dan
permukiman ditegaskan bahwa penataan lingkungan perumahan dan kawasan
permukiman berlandaskan pada azas manfaat, adil, merata, kebersamaan,
kekelvargaan, keterjangkauan, dan kelestarian lingkungan hidup.

Dengan melihat pengembangan perumahan dan permukiman Kota Palopo
cenderung mengarah mendekati kawasan pinggiran kota. Untuk itu dubutuhkan
adanya penctapan area pengembangan perumahan dan permukiman dengan
kelengkapan sarana dan prasarana. Dalam suatu kawasan selain yang diupayakan
masyarakat, sebagian besar diusahakan oleh real estate dan badan-badan swasta
lainnya.

Pada prinsipnya pembangunan area permukiman di perkotaan mengacu
pada peraturan 1 : 3 : 6 (Direktorat Perumahan dan Permukiman) yang telah
ditetapkan oleh pemerintah secara nasional serta dijadikan pedoman dalam
merealisasikan kegiatan pembangunan, dengan tujuan agar pemanfaatan lahan
perkotaan yang terbatas dapat dilakukan melalui mekanisme perencanaan
komprehensif, efektif dan efisien, sehingga terjangkau oleh seluruh lapisan
masyarakat sesuai status sosialnya dan tingkat pendapatannya. Untuk itu
pembangunan permukiman di perkotaan dapat memenuhi kebutuhan
rumah/pemukiman dari setiap lapisan, apakah itu lapisan atas, menengah dan
bawah karena semuanya mempunyai hal dan membutuhkan rumah.

Dalam Undang-Undang Tata Ruang disebutkan bahwa setiap kegiatan

pembangunan yang memerlukan ruang harus didasarkan pada rencana tata ruang

yang ada dan sudah ditetapkan. Untuk itu, dalam merumuskan lokasi suatu




kawasan, rencana tata ruang dijadikan patokan. Demikian juga dalam memberikan
izin mendirikan bangunan, dan sebagainya,harus didasarkan pada rencana tata
ruang kota.

Pembangunan area permukiman adalah mewujudkan tersedianya rumah
dalam jumlah yang memadai, didalam lingkungan yang sechat, serta memenuhi
syarat-syarat sehat, memberi kepuasan penghuni, kuat dan dalam jangkauan daya
beli rakyat banyak (ddisasmita, 1999 : /1) Dengan demikian arahan
pengembangan area permukiman di Kota Palopo ditujukan untuk memenuhi
tuntutan hidup masyarakat akan pelayanan fasilitas sosial ekonomi sarana dan
prasarana.

Didalam mendukung pengembangan area permukiman di perkotaan akan
membutuhkan penyiapan lahan dengan luasan yang memadai dengan indikator
penilaian dengan pertimbangan peningkatan jumlah penduduk koia dimasa yang
akan datang. Dengan demikian lahan yang disiapkan untuk tujuan pengembangan
pada saat dibutuhkan akan memadai sesuai peningkatan jumlah penduduk.

Kota Palopo diidentifikasi telah mengalami pergeseran pemanfaatan lahan
akibat peningkatan jumiah penduduk dan aktivitas sosial ekonomi. Dengan
melihat jumlah penduduk Kota Palopo pada tahun 1998 sejumiah 104.933 hingga
tahun 2002 dengan jumliah penduduk 114.829 jiwa dengan rata-rata pertumbuhan
penduduk sebesar 2,5% per tahun (BPS Kota Palopo 2002). Untuk mengantisipasi
kondisi tersebut salah satu usaha yang dapat dilakukan adalah mengarahkan
pengembangan area permukiman, sehingga penyiapan pembangunan

permukiman, serta dapat memenuhi harapan masyarakat Kota Palopo dengan



tersedianya lokasi untuk pelaksanaan pembangunan permukiman sesuai
kebutuhan masyarakat Kota Palopo di masa yang akan datang. Dengan demikian
nantinya akan diketahui area-area pengembangan permukiman yang telah
ditetapkan berdasarkan peraturan pemerintah. Melihat kenyataan diatas, maka
perlu dilakukan suatu penelitian untuk mengkaji lebih jauh mengenai
Pengembangan Area Permukiman di Kota Palopo.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah sebagai
berikut :
1. Bagaimana pola perkembangan permukiman di Kota Palopo?
2. Bagaimana arahan pengembangan area permukiman Kota Palopo berdasarkan
potensi fisik dan fungsi-fungs) kegiatan kota?
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian im adalah :
¢ Untuk menentukan kriteria lokasi pengembangan area permukiman di Kota
Palopo
* Untuk mengetahui bentuk pengembangan area permukiman di Kota Palopo
e Untuk mengetahui pola pengembangan area permukiman di Kota Palopo
kaitannya dengan ketersediaan lahan
¢ Untuk mengetahui arahan zonasi pemanfaatan ruang area permukiman dan

perumahan berdasarkan karakteristik fisik Kota Palopo



2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :
Sebagai bahan rekomendasi bagi pemerintah untuk menentukan
pengembangan area permukiman.
Dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk penelitian selanjutnya, yang

meneliti tentang pengeinbangan area permukiman.

D. Ruang Lingkup

Lingkup pembahasan yang akan diidentifikasi dalam penelitian ini

mencakup :

1.

Kajian terhadap kebijaksanaan dan arahan pengembangan Rencana Tata
Ruang Kota Palopo

Kajian terhadap kemampuan dan kesesuaian lahan Kota Palopo

Kajian terhadap keberadaan sarana dan prasarana yang berada di kawasan
pengembangan berdasarkan fungsi dan struktur tata ruang Kota Palopo

Kajian terhadap keadaan penggunaan lahan dan pola pemanfaatan niang Kota
Palopo

Kajian terhadap pertumbuhan penduduk Kota Palopo untuk menilai perkiraan

pertambahan jumlah penduduk di masa yang akan datang

E. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar pembahasan didasarkan atas beberapa bab sebagai

berikut :




Bab |

Bab Il

Bab IlI

Bab IV

Bab V

. Pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang, rumusan masaiah,

tujuan dan kegunaan penelitian, ruang lingkup dan sistematika

pembahasan.

. Tinjauan Pustaka yang berisikan tentang pengertian perumahan dan

permukiman, Perumahan Pada Masyarakat Perkotaan, kriteria lokasi
perumahan dar permukiman, Penentuan Lokasi Kegiatan di Daerah
Perkotaan, Faktor Pembentuk Pemanfaatan Lahan dan Penentu Tata
Guna Tanah, Penyiapan Kebijakan dan Strategi Pembangunan
Perumahan dan  Permukiman, Kebijaksanaan Pembangunan
Perumahan dan Permukiman, Pembangunan Perumahan dan
Permukiman, Konsep Pengembangan Kawasan Permukiman, Isu
Pembangunan Perkotaan, Isu Strategis Perumahan dan Permukiman,
Visi dan Misi Pembangunan Perumahan dan Permukiman Kota
Palopo, Penyediaan Sarana dan Prasarana Permukiman dan Morfologi

Kota

: Metode Penelitian yang berisikan lokasi penelitian, jenis dan sumber

data, metode pengumpulan data, alat analisis dan kerangka pikir.

: Hasil dan Pembahasan yang berisikan Gambaran Umum Kota

Palopo, Karakteristik Lokasi Pengembangan Permukiman, Analisis
Pengembangan Area Permukiman, Analisis Pola Pemanfaatan Lahan,
Arahan Pengembangan Kawasan Perkotaan Kota Palopo dan Arahan

Pengembangan Area Permukiman di Kota Palopo.

. Penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran,
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BAB I
TINJAUAN PUSTAKA
A. Pengertian Perumahan dan Permukiman

Menurut Undang-Undang Penataan Ruang No. 4 Tahun 1992, perumahan
adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau
lingkungan hunian yang di lengkapi dengan sarana dan prasarana lingkungan.

Menurut Catanese (1996), dalam pengertian tradisional, perumahan
merupakan tempat untuk berlindung, tetapi dalam dunia modern perumahan
dipergunakan untuk melayani berbagai kebutuhan dan bukan hanya melindungi
manusia dari berbagai elemen. Dan secara umum, perumahan memegang peran
lain. Perumahan menjelaskan andil fisik terbesar dari lingkungan buatan dan
menempati sebagian besar ruang perkotaan.

Adapun pengertian rumah menurut Kamus Tata Ruang, (1997) adalah
bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hupian dan sarana
pembinaan keluarga dan secara fisik merupakan bangunan tempat tinggal dan
secara fungsional merupakan tempat awal pengembangan kehidupan dan
penghidupan keluarga dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur.

Sedangkan permukiman menurut Kamus Tata Ruang, (1997) adalah
bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan
perkotaan maupun kawasan perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat
tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung
prikehidupan dan penghidupan atau kawasan yang didominasi kawasan hunian

dengan fungsi utama sebagai tempat tinggal yang dilengkapi prasarana, sarana




lingkungan, dan tempat kerja vang memberikan pelayanan dan kesempatan kerja
terbatas untuk medukung prikehidupan dan penghidupan sehingga fungsi
permukiman tersebut dapat berdaya guna dan berhasil guna.

B. Perumahan Pada Masyarakat Perkotaan

Di daerah perkotaan yang modern tanggung jawab masalah perumahan
tidak bisa dengan sendirinya menjadi tanggung jawab masyarakat secara
keseturhan tetapi masuk dalam wilayah kebebasan perorangan yang bisa berarti
bahwa setiap orang harus mengurus masalah perumahan sendin. Hal ini berarti
masalah perumahan tidak lagi sesuatu yang diorganisir, ditata dan dikembangkan
secara kolektif kemasyarakatan.

Pada saat ini kebanyakan negara-negara industri yang maju masalah
perumahan tetap menjadi tanggung jawab masyarakat, dimana sebagian dan
nenyelenggaraan kewajiban tersebut dilakukan oleh negara, tetapi disamping
sistem perumahan sosial tersebut diatas, warisan dari sistem kapitalisme abad ke-
19 dimana rumah adalah ssbuah komoditi yang dapat diperjual belikan tetap ada
bahkan semakin meluas. Sistem ganda ini sebenamya tidak mudah untuk
dimengerti, tetapi itulah kenyataan historis yang ada pada saat ini.

C. Kriteria Lokasi Perumahan dan Permukiman

Dalam penetapan lokasi perumahan dan permukiman terdapat dua (2)

kriteria yang harus diperhatikan yaitu :
1. Kriteria Umum
Hal yang sangat prinsip dalam penetapan suatu kawasan perumahan dan

permukiman adalah bahwa dalam RTRW, kawasan tersebut telah ditetapkan




scbagai daerah dengan peruntukan perumahan dan permukiman. Dalam

peruntukan tersebut tefah dimuat antara lain:

a. Kawasan perumahan dan permukiman kumuh dan nelayan, kawasan yang

akan/perlu ditingkatkan kualitasnya

b. Lokasi yang harus mudah diakses, karenanya harus terkait dengan jaringan

primer sistem/rencana investasi prasarana, sarana dan utilitas berskala regional

c. Kawasan perumahan dan permukiman yang apabila dikembangkan

memberikan manfaat bagi pemerintah kota’kabupaten, dalam  bentuk

Peningkatan ketersediaan permukiman yang layak dan terjangkau
Dukungan bagi pembangunan dan pengembangan kawasan fungsional lain
yang memerlukan perumahan dan permukiman

Kawasan yang luasan rencananya mendukung terlaksananya pola hunian
berimbang

Tidak mengganggu keseimbangan dan fungsi lingkungan serta upaya
pelestarian sumberdaya alam lainnya

Skala kegiatannya memberikan kesempatan kerja baru

2. Kriteria Khusus

Kriteria khusus ini merupakan jabaran lanjut dan kntena umum, yang

dapat dikaitkan dengan pengembangan melalui program dan kegiatan khusus,

antara lain :

a. Penataan kota-kota yang diindikasikan banyak permasalahan perumahan dan

permukiman yang mendesak untuk ditanggulangi, yang diantaranya dicirikan

oleh ;




Banjir, padat, kumuh, rawan,

Terjadinya ekspansi ke daerah pertanian produktif

Perubahan fungsi lahan perkotaan

Tingkat kepadatan yang relatif tinggi, dan

Telah berkembang atau akan dikembangkan menjadi pusat kegiatan suatu

kawasan fungsional atau wilayzh

. Bagi kawasan perumahan dan permukiman baru (baru akan dibangun atau

dikembangkan). Mensyaratkan antara lain :

Tidak berada pada lokasi rawan bencana, baik yang rutin maupun yang
diperkirakan dapat terjadi (potensil menjadi daerah rawan bencana
longsor, banjir, genangan, rawan masalah sosial dil).

Mempunyai sumber air baku atau terhubungkan dengan janngan
pelayanan air bersih, sanitasi dan pematusan overskala kota,

Mempunyai sumber air baku yang memadai (kualitas dan kuantitas) atau
terhubungkan dengan jaringan pelayanan air bersih serta jaringan sanitasi
dan pematusan berskala kota

Terletak pada hambaran dengan luasan yang cukup, yang memungkinkan
terselenggaranya pola hunian berimbang untuk itu dapat diikuti ketentuan
penguasaan lahan untuk permukiman sebagaimana tertuang dalam
Instruksi Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
No.5 Tahun 1998 Tentang Pemberian [jin Lokasi Dalam Rangka Penataan

Penguasaan Tanah Skala Besar yang menetapkan penguasaan lahan untuk
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permukiman maksimum yang dapat dikuasai oleh

pengembang/konsorsium sebagai berikut :

1. Minimal 200 Ha dan maksimal 400 Ha per propinsi pengembang atau
konsorsium

2. Total 4000 Ha untuk seluruh Indonesia, bila terletak dalam satu

hambaran

¢. Memanfaatkan lahan tidur atau lahan skala besar yang telah dikeluarkan

ijinnya namun belum dibangun, dengan catatan diprioritaskan pada :

Pengisian Kawasan skala besar (KASIBA/LISIBA) yang belum
diisi/dimanfaatkan,

Pembangunan pada kawasan-kawasan perumahan dan permukiman yang
telah diberikan namun belum terealisasikan. Pengaturan lebih lanjut

tentang pemanfaatan lahan tidur ini dilakukan melalut peraturan daerah

d. Bagi kawasan perumahan dan permukiman yang akan dikembangkan sebagai

kawasan pembangunan rfumah susun sederhana (rusuna) sewa/milik,

pencantumnnya dalam RP4D dan pelaksanaannya harus dikaitkan dengan

Penanganan kawasan permukiman kumuh perkotaan yang padat penduduk
pada tanah milik atau tanah negara, yang telah menjad: permasalahan di
daerah perkotaan

Penyediaan permukiman yang terjangkau yang menjadi bagian dari
pengembangan kawasan fungsional (kawasan industri, kawasan wisata,

kawasan pendidikan dll).



- Penanggulangan kejadian luar biasa yang memerlukan upaya segara untuk
memukimkan kembali penduduk (kebakaran, pengungsian, bencana alam
dan lainnya) agar kehidupan dapat segera berlangsung kembali.

. Bagi daerah perdesaan, pengembangan kawasan perumahan dan permukiman

yang akan dicantumkan dalam Rencana Pembangunan dan Pengembangan

Perumahan dan Permukiman di Daerah (RP4D) perlu dikaitkan dengan -

- Pengembangan kawasan perumahan dan permukiman yang berfungsi
sebagai pusat pelayanan primer dacrah perdesaan yang mempunyai
potensi unggulan atau fungsi khusus dalam skala pembangunan
kota/kabupatennya

- Pembentukan kawasan perumahan dan permukiman yang mendukung
pengembangan sentra kegiatan usaha ekonomi perdesaan,

- Antisipasi terhadap kemungkinan tumbuh dan berkembangnya kota-kota
kecil baru di daerah perdesaan yang mempunyai lokasi geografis yang
menguntungkan, atau mempunyai potensi yang dapat menank investasi

- Mendukung berkembang dan berfungsinya ibukota kecamatan menjadi
pusat pelayanan primer, terutama di daerah yang terisolasi atau pada
kecamatan yang mengalami pengembangan atau regruping

- Mendukung terbetuknya kahidupan dan penghidupan yang mampu
memberikan citra layanan yang memadai kepada masyarakat dalam hal
administrasi pemerintahan dan pembangunan pada daerah perdesaan di

perbatasan antar negara



D. Pcnentuan Lokasi Kegiatan di Daerah Perkotaan

Menurut Adisasmita (1999:40) analisa lokasi berbagal jenis kegiatan di
kawasan perkotaan dan struktur spasial kota tidak dapat dilepaskan dari masalah
pentingnya penghematan ekstern (extrenal economies) dan penghematan
aglomerasi (agglomeration economies) serta biaya transporasi.

Penghematan ekstern meliputi kemudahan untuk pasar tenaga kerja,
manfaat yang diperoleh dari dari kontak pribadi dan penyedian jasa perdagangan,
kemudahan dalam hal potemsi penduduk dan pasar, faktor lingkungan dan
pengaruh daerah sekitarnya, sedangkan penghematan aglomerasi meliputi skala
ekonomi pada perusahaan atau tingkat industn.

1. Lokasi Tempat Tinggal

Pemilihan Iokasi untuk perumahan sangat penting pula diperhatikan.

Daerah kota yang digunakan untuk perumahan merupakan bagian terbesar.

Menurut Adisasmita (1999:41-42) ada dua jenis model lokasi rumah tangga,

Yaitu:

¢ Faktor pertimbangan utama dalam penentuan lokasi adalah biaya perjalanan
ke tempat pekerjaan, hal ini berarti penentuan lokasi permukiman
berpedoman pada minimasi biaya perjalanan.

e Pendekatan yang kedua terdin dari teori teori yang menekankan pemilihan
rumah, daerah dan lingkungan sebagai penentu utama lokasi permukiman.

2. Lokasi Perkantoran

Lokasi perkantoran pada umumnya berada pada pusat kota. Suatu

peningkatan besarnya kota diasosiasikan dengan suatu peningkatan yang lebih
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besar dalam tata ruang kantor. Hal ini disebabkan karena kota besar melaksanakan
sejumlah fungsi regional, nasional dan internasional, dan sebagian lagi karena
sektor- sektor jasa pada umumya serta lapangan pekerjaan perkantoran pada
khususnya berkembang pula. Lokasi pada pusat kota memberikan manfaat
penghematan eksteren. Penghematan ini sangat penting bagi berbagai jenis
kantor, profesi perbankan dan asuransi.

3. Lokasi Industri

Lokasi kegiatan industri, diputuskan atau ditetapkan berdasarkan berbagai
macam orientasi. Berorientasi energi, kepada pasaran, bahan mentah, ada puia
yang berorientasi kepada kemajuan teknologi. Dasar orientasi keputusan tersebut
terutama ditekaukan kepada biaya transportasi yang rendah.

Mengenai lokasi industri ini, Weber dalam Sumaatmaja (1988:129)
membedakan antara biaya transportasi bahan mentah dari sumber bahan mentah
ke lokasi produksi, dan biaya transportasi pemasaran komoditi dari tempat
produksi ke tempat penjualan. Sedangkan ( Apple, 1990:522 ;Djojodipuro, 1992:
31; Smitt, 1970:45-46) mengatakan bahwa fakor faktor penentu lokasi industri
terdini atas; (1) Lahan dan atributnya, (2) Kapitai/Modal, (3) Bahan mentah dan
penguasaan pasar, (4) Tenaga kerja, (5) Pasar dan harga, (6) Transportasi dan
biaya angkutan, (7) Aglomersi dan ekonomi eksternal, (8) Kebijakan dan
perencanaan, (9) Kontak personal.

4. Lokasi Perdagangan
Besar dan macam fasilitas pertokoan pada suatu lokasi tertentu merupakan

daya tarik yang penting. Aglomerasi “shopping cemre” adalah lebih efisien



karena biaya perjalanan dan waktu bagi para pembeli dan langganan dapat
diminimalkan. Sedangkan toko-toko yang menjual barang barang kebutuhan
sehari hari memilih lokasinya mendekati pembeli langganannya. Ada gejala
bahwa suatu toko yang ada sekarang pindah dari pusat kota dan lebith suka
berketompok mendekati toko-toko di daerah pertokoan di suburban meskipun
mendekati saingan saingannya. Faktor yang mendorong desentralisasi, yaitu: (1)
Kongnesti lalu lintas sebagai suatu fungsi kepadatan yang memerlukan waktu
perjalanan di daerah pusat kota dan (2) Adanya kecenderungan yang semakin
meningkat bahwa perumahan dan permukiman terkonsentrasi di daerah suburban.
Desentralisasi tersebut dimaksudkan untuk memperbaiki potensi pasar di luar
pusat kota.
E. Faktor Pembentuk Pemanfaatan Lahan dan Penentu Tata Guna Tanah
Menurut Chapin (1979) struktur ruang kota berkaitan dengan tiga sistem,
vaitu :sistem kegiatan dengan cara manusia dan kelembagaan yang mengatur
unsurnya schari-hari untuk memenuhi kebutuhannya dan saling berinteraksi
dalam waktu dan ruang.
¢ Sistem pengembangan lahan berfokus pada proses pengubahan ruang
penyesuaian untuk kebutuhan manusia dalam menampung kegiatan yang ada
dalam susunan sistem.
s Sistem lingkungan berkaitan dengan kondisi biotik dan abiotik yang
dibangkitkan oleh proses alamiah, yang berfokus pada kehidupan tumbuhan

dan hewan, serta proses dasar yang berkaitan dengan air, udara, dan material.



Kegiatan sistem tersebut menjadi dasar penyusunan lahan dan
terbentuknya pemanfaatan lahan, tetapi yang menjadi faktor esensial yaitu
kepentingan umum yang mencakup pertimbangan kesehatan, keselamatan,
kenvamanan, efesiensi dan konservasi energi.

Sedangkan Menurut Jayadinata ( 1999:157-159), faktor penentu dalam
tata guna tanah adalah:

1. Perilaku Masyarakat (sosial behaviour)
Tingkah laku dan tindakan manusia dalam tata guna tanah disebabkan oleh
kebutuhan dan keinginan manusia yang berlaku baik dalam kehidupan sosial
maupun dalam kehidupan ekonomi. Dalam kehidupan sosial, misainya
kemudahan atau convenience sangat penting artinya; pengaturan lokasi tempat
tinggal, tempat bekerja dan tempat rekreasi adalah untuk kemudahan.

2. Kehidupan Ekonomi
Dalam kehidupan ekonomi, daya guna dan biaya adalah penting, maka
diadakan pengaturan tempat sekolah supaya ekonomis, program rekreasi yang
ekonomis berhubungan dengan pendapatan per kapita dan sebagainya.
Pola tata guna tanah perkotaan yang diterangkan dalam teori jalur sepusat,
teori sekior, dan teori pusat lipatganda dihubungkan dengan kehidupan
ekonomi.

3. Kepentingan Umum
Kepentingan umum yang menjadi penentu dalam tata guna tanah meliputi:
kesehatan, keamanan, moral dan kesejahteraan umum (temasuk kemudahan,

keindahan dan kenikmatan), dan sebagainya.
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Dalam kupasan tata guna tanah di dalam suatu kota yang telah ada,
berhubungan dengan pengaturan itu, penggunaan tanah terjadi atas
penggunaan bagi kelompok perumahan, industri, ruang terbuka dan
pendididkan, sehingga suatu kota dapat dianalisis.

F. Penyiapan Kebijakan dan Strategi Pembangunan Perumahan dan
Permukiman

Secara rinci fungsi dari Penyiapan Kebijakan dan Strategi Pembangunan

Perumahan dan Permukiman antara lain :

1. Pendataan untuk memperhitungkan kebutuhan peningkatan kualitas dan
pembangunan perumahan dan permukiman. Pendataan ini juga merupakan
upaya untuk data dasar yang dapat memberikan gambaran kondisi perumahan
dan permukiman yang diperhitungkan dari kependudukan, fisik bangunan dan
lingkungan perumahan dan permukiman yang ada termasuk prasarana dan

sarana dan fasilitas yang ada.

2. Pendataan untuk menyiapkan strategi pembangunan perumahan dan
permukiman, merupakan upaya untuk mendapatkan data dasar dalam rangka
pengembangan kebijakan daerah.

3. Pengkajian untuk menetapkan kebijakan dan strategi pembangunan daerah.
Hal ini merupakan proses analisis dan sisntesis yang memadukan pemenuhan
kebutuhan dan kepentingan masyarakat dan daerah dengan kepentingan
nasional yang mencerminkan penyeimbangan dan pengembangan perumahan

dan permukiman antar daerah.



4. Penyiapan kebijakan dan strategi pembangunan perumahan dan permukiman
yang disepakati antara masyarakat dan pemerintah.

5. Pengusulan dan pembahasan kebijakan dan strategi pembangunan perumahan
dan permukiman, kemudian langkah untuk memberikan peran kepada
masyarakat melalui kesepakatan dengan tokoh dan pemuka masyarakat,
asosiasi profesi serta DPRD. Kesepakatan akan dapat diberlakukan pada
masyarakat setelah ditetapkan dan dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerzh
(PERDA) setempat.

6. Penyiapan kelembagaan yang dapat bekerjasama dengan masyarakat datem
menyiapkan jejaring antara masyarakat dan lembaga struktural wvang
menangani masalah perumahan dan permukiman dengan mekanisme dan
prosedur kerja yang mudah dipedomani oleh semua pelaku yang terlibat.

G. Kebijaksanaan Pembangunan Perumahan dan Permukiman

Menurut Batubara dalam Budihardjo, 1998. mengingat besarsya
kebutuhan perumahan dan kemampuan sebagian besar masyarakat yang m=sih
rendah serta keterbatasan kemampuan pemerintah, maka peningkatan
pembangunan dan permukiman rakyat dilakukan secara bertahap dan perdu
ditetapkan prioritas-prioritas berdasarkan mendesaknya kebutuhan perumaian
dari berbagai golongan masyarakat dari daerah pengembangan ¢an
memperhatikan manfaatnya dalam menunjang pembangunan sosial ekommi
masyarakat. Khusun unruk daerah perkotaan, perlu diambil langkah-langeah

kebijaksanaan sebagai berkut :



. Pembangunan perumahan dan peningkatan mutu lingkungan di daerah
perkotaan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau dengan bantuan dan
fasilitas pemerintah melalui PERUMNAS dan BTN diharapkan telah dapat
menjangkau semua lapisan masyarakat. Sarana utama pembangunan
perumahan ialah golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah dan
sedang, yang merupakan sebagian besar dari masyarakat keseluruhan.

2. Pembangunan perumahan didaerah perkotaan di titik beratkan pada perbaikan
dan pengadaan rumah untuk mengimbangi pertambahan penduduk, optimasi
penggunaan  tanah-tanah  potensial serta menampung  mobilitas
penduduk/tenaga kerja yang potensial.

3. Pembangunan perumahan rakyat di daerah perkotaan ditujukan pada berbagai
golongan pendapatan, namun mengutamakan golongan masyarakat
berpendapatan rendah dan tidak tetap dengan mengikutsertakan sebanyak
mungkin sektor usaha swasta dan masyarakat perseorangan.

4. Pengembangan perumahan rakyat di daerah perkotaan dapat dilakukan
setempat dan dapat pula di tempat yang baru.

H. Pembangunan Perumahan dan Permukiman

Dalam kondisi keadaan penduduk kota yang bercampur baur antara
tingkat atas, menengah dan bawah, maka pendekatan pembangunan perumahan
dan permukiman harus disesuaikan dengan kondisi fisik, ekonomi dan sosial
budaya suatu kawasan. Pemerintah daerah termasuk pemerintah kota mempunyai
tanggung jawab untuk membangun pemukimahn di kota agar sesuar dengan

standar perencanaan kota vyang baik ataupun dapat meningkatkan standar
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perencanaan itu, setidak-tidaknya svatu pemukiman dapat memenuhi syarat-syarat
kesehatan maupun mempunyai harkat dan martabat penduduk sebagai manusia.
Ada berbagai cara untuk pembangunan pemukiman yaitu ; pembangunan secara
individual dan tidak terorganisasi, pembangunan oleh pengmbang, perbaikan
kampung, peremajaan kota dan konsolidasi tanah perkotaan.

I. Konsep Pengembangan Kawasan Permukiman

Pengembangan kawasan permukiman pada dasarnya dibagi berdasarkan
kegiatan aktivitas kawasan meliputi :

1. Kawasan Permukiman Perkotaan
e Pola Menyebar

Pada keadaan topografi yang seragam dan ekonomi yang homogen
(unifrom} di suatu wilayah akan berkembang suatu pola yang menyebar
‘dispresed pattern’. Pembicaraan mengenai hal ini terdapat pada teor tempat
pemusatan (central place theory) dari Christailer tang tercantum dibawah ini.

o Pola Sejajar (lineair pattern)

Pola sejajar (Tineair partern) dari perkotaan terjadi sebagai akibat adanya
perkembangan sepanjang jalan, lembah, sungati atau pantai. \"-
¢ Pola Merumpun

Seringkali pola merumpun (clustered pattern) ini  berkembang
berhubungan dengan perkembangan. Jika topografi agak datar tetapi terdapat
beberapa nlief Jokal yang nyata, maka terjadilah perumpunan kota-kota. Salah
satu contoh dari pola ini adalah tebaran kota (dispresed city), yaitu suatu

kelompok kota yang terletak berdekatan, dan dalam hal ini tidak ada satu kota
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yang lebih penting dari yang lain. Seringkali tebaran kota semacam itu dapat
dianggap suatu kota besar.
2. Kawasan Permukiman Pedesaan

Konsep pengembangan kawasan perumahan dan permukiman pedesaan
pada dasarnya disesuaikan dengan karakteristik sosial ekonomi masyarakat.
Kehidupan sosial seperti bersekolah, beribadah, berekreasi, berolah raga dan
sebagainya di lakukan di pedesaan. Aktivitas lain yang terkait dengan keberadaan
lokasi permukiman masyarakat pedesaan antara lain ; industn kecil, perdagangan,
dam kegiatan jasa-jasa. Berdasarkan karakteristik tersebut pola permukiman yang
berkembang menganut konsep peninukiman memusat. (RP40) Kota Palopo Tahun
2003)

Pada dasamya tujuan pembangunan perumahan adalah menciptakan
lingkungan perumahan yang memenuhi syarat hunian dan syarat estetika bagi
semua lapisan masyarakat, sesuai dengan kemampuan dan aspirasinya. Knteria
yang ditetapkan sebagai pedoman dalam mengembangkan kawasan perumahan
sebagai berikut :

- Areal bagi pengembangan kawasan perumahan disesuaikan dengan batasan-
batasan yang ada.
- Tidak mengorbankan lahan pertanian yang potensial secara produktif.

- Tidak mengganggu daerah aliran sungai dan tidak dalam kawasan konservasi.



J. Isu Pembangunan Perkotaan

Cahyati (dalam lokakarya terbatas mengenai kebijakan dan strategt
pembangunan perkotaan pada Januari 2000 : 2 — 4) mengemukakan beberapa isu
pembangunan kota, antara lain :
1. Tingginya Tingkat Urbanisasi

Pertumbuhan penduduk perkotaan saat sekitar 5,4 % pertahun sementara
laju pertumbuhan penduduk nasional sckitar 1,8 % pertahun dan cenderung
menurun. Berdasarkan keadaan tersebut diperkirakan pada tahun 2018 (akhir
PJPT II} sekitar separuh penduduk nasional (52 %) akan berada di kawasan
perkotaan. Tingkat utbanisasi yang tinggi menurut penyediaan berbagai prasarana,
sarana dan fasilitas yang bersifat kebutuhan dasar. Kebutuhan tersebut dewasa ini
tidak diimbangi dengan kecepatan penyediaan pelayanan oleh pemerintah,
mengingat pendanaan yang semakin terbatas dan kendala-kendala lainnya. Hal ini
menjadi permasalahan mendasar dirasakan dengan adanya krisis ekonomi yang
melanda Indomesia akhir-akhir ini.
2. Desentralisasi

Sesuai dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, perencanaan
dan pelaksanaan pembangunan yang berorientasi di pusat sudah harus mulai
ditinggalkan. Konsep perencanaan pembangunan sckarang adalah yang dilandasi
oleh asas desentralisasi dengan penckanan pada pendekatan wilayah
(dibandingkan dengan secktoral). Kunci utama dalam konsep ini adalah
pengembangan partisipasi masyarakat di daerah yang seluas-luasnya bukan hanya

dalam pelaksanaan, tetapi sejak muiai disusunnya rencana.
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3. Kemitrasn Pemerintahan, Masysarakat dan Swasta

Dewasa ini partisipasi masyarakat dan swasta dalam pembangunan
perkotaan semakin besar. Hal ini dapat dilihat dan tegadinya pergeseran peran
pemerintah menjadi peran masyarakat, khususnya swasta/dunia usaha yang lebih
besar. Pembangunan yang memberi kesempatan dan bertumpuh pada masyarakat
serta pemerintah sebagai enabler telah menjadi paradigma pembangunan yang
rclatif baru.
4. Pembangunan Berwawasan Lingkungan

Dengan perkembangan perkotaan, peningkatan jumlah penduduk dan
kegiatan ekonomi dibutuhkan upaya-upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan
fisik, sosial, budaya dan kelestarian sumber daya alam.
5. Globalisasi Perkotaan

Dengan perkembangan teknologi kemunikasi dan transporiasi kota-kota
dapat langsung terkait dengan pasar internasional dan bersaing dengan kota-kota
lain di dunia secara global melalui penanaman modal dalam maupun luar negen.
Batas antara kota-kota di dunia semakin tidak jelas, dalam hal ini kota-kota di
Indonesia dituntut untuk mampu bersaing dengan kota-kota lain di dunia. Untuk
itu periu adanya iklim usaha yang menarik bagi investor luar negeri maupun
untuk mempertahankan ivestor yang telah masuk di Indonesia.
K. Isu Strategis Perumahan dan Permukiman

Isu strategis penyelenggaraan perumahan dan permukiman di Indonesia

sesungguhnya tidak terlepas dari dinamika yang berkembang di dalam kehidupan
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masyarakat, dan kondisi kebijakan pemerintah di dalam mengelola persoalan
perumahan dan permukiman yang ada antara lain sebagai berikut :
1. Isu Kesenjangan Pelayanan

Isu kesenjangan pelayanan muncul karena terbatasnya peluang untuk
memperoleh pelayanan dan kesempatan berperan dibidang perumahan dan
permukiman, khususnya bagi kelompok masyarakat miskin dan berpendapatan
rendah. Disamping itu juga dapat dikarenakan adanya konflik kepentingan akibat
implementasi kebijakan yang relatif masih belum sepenuhnya dapat memberikan
perhatian dan keberpihakan kepada kepentingan masyarakat secara keseluruhan.
Oleh karenanya ke depan perlu dikembangkan kepranataan dan instrumen
penyelenggaraan perumahan dan permukiman yang lebih berorientasi kepada
kepentingan seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan sosial; pemingkatan
dan pengembangan kapasitas profesional di bidang perumahan dan permukiman
baik bagi aparat pemenntah pusat dan dacrah maupun bagi pelaku pembangunan
permukiman lainnya ;, dan pengembangan fungst sistem dan jejaning informasi
serta diseminasi mengenai hidup bermukim yang layak bagi seluruh lapisan
masyarakat.
2. Isu Lingkungan

Isu lingkungan pada kawasan perumahan dan permukiman umumnya
muncul karena dipicu oleh tingkat urbanisasi dan industrialisasi yang tinggi, serta
dampak pemanfaatan sumberdaya dan teknologi yang kurang terkendali.
Kelangkaan sarana dan prasarana dasar, ketidakmampuan memelihara dan

memperbaiki lingkungan permukiman yang ada dan masih rendahnya kualitas
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permukiman baik secara fungsional, lingkungan, maupun visual wujud
lingkungan, merupakan isu utama bagi upaya menciptakan lingkungan
permukiman yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan. Isu tersebut juga
menjadi lebih berkembang dikaitkan dengan belum diterapkannya secara optimal
pencapaian standar pelayanan minimal perumahan dan permukiman yang berbasis
indeks pembangunan berke!anjutan dirasing-masing daerah.
3. Isu Manajemen Pembangunan

Isu manajemen pembangunan muncul umumnya karena dipengaruhi oleh
keterbatasan kinerja tata pemerintahan diseluruh tingkatan, sehingga berdampak
lemahnya implementasi kebijakan yang ditetapkan, inkonsistensi di dalam
pemanfaatan lahan untuk perumahan dan permukiman dan munculnya dampak
negatif terhadap lingkungan. Di samping itu terjadinya proses marjinalisasi sekior

lokal oleh sektor nasional dean global juga berdampak potensial terhadap " :

meningkatnya kemiskinan serta tersisihnya komunitas informal setempat beriRut
terbatasnya pefuang usaha. Urbanisasi di daerah yang tumbuh cepat ju
merupakan tantangan bagi pemerintah baik nasional maupun lokal untuk menjaga
agar pertumbuhannya lebih merata, termasuk dalam upaya pemenuhan kebutuhan
perumahan dan permukiman. Dengan demikian pengelolaan pembangunan
perumahan dan permukiman harus memungkinkan berkembangnya prakarsa
masyarakat melalui mekanisme yang dipilihnya sendiri. Dipthak lain kemampuan
membangun perumahan dan permukiman oleh komunitas harus direspon secara

lebih tepat oleh pemerintah didalam kerangka tata pemerintahan yang baik,
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sehingga kebutuhan akan identitas lokal masih tetap dapat terjaga di dalam
kerangka pembangunan perumahan dan permukiman yang iebih menyeluruh.
L. Visi dan Misi Pembangunan Perumahan dan Permukiman Kota Palopo
Visi yang diembang dalam pelaksanaan pembangunan kawasan
perumahan dan permukiman pada prinsipnya mengadopsi dari penjabaran visi
pengelolaan pembangunan Kota Palopo dan kebijaksanaan pembangunan
perumahan dan permukiman yang berlaku secara nasional vaitu 1:3:6. Dalam
perumusan visi tersebutaspek yang ditekankan adalah “IDAMAN” sebagai suatu
prinsip dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di Kota Palopo. Dengan
demikian rumusan visi pembangunan kawasan perumahan dan permukiman Kota
Palopo adalah “Mewujudkan Kawasan Perumanan Dan Permukiman Yang Indah,
Damai, Aman Dan Nyaman Serta Berwawasan Lingkungan Sebagai Wadah
Masyarakat Dalam Melakukan Aktivitas Sosial Ekonomi”.
Sedangkan misi yang diembang dalam pelaksanaan pembangunan
perumahan dan permukiman di Kota Palopo sebagai berikut :
e Kawasan perumahan dan permukiman di Kota Palopo adalah ruang
penghidupan dengan fungsi utama sebagai tempat tinggal dan bermukim.
. Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat Kota Palopo akan rumah yang
layak dalam lingkungan yang sehat dan iestari.
e Mendorong terciptanya kawasan perumahan dan permukiman yang
mendukung kegiatan usaha produktif masyarakat.
e Terwujudnya kawasan perumahan dan permukiman yang memenuhi

persyaratan fisik, kesehatan dan kesusilaan sebagai manusia yang berbudaya.
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‘erwujudnya  kondisi perumal 1an yang kondusip bagi
berlangsungnya kehidupan sosial ekonomi.
» Terwujudnya kondisi kawasan perumahan dan permukiman yang mampu
mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
M. Penyediaan Sarana dan Prasarana Permukiman
Kelengkapan sarana dan prasarana permukiman di Indonesia diatur dalam
peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/KPS/1986 tentang Pedoman
Pembangunan Rumah Sederhana Tidak Bersusun. Secara garis besar, kelengkapan
sarana dan prasarana tersebut didasarkan kepada jumlah penduduk mimimum.
Asumsi yang digunakan antara lain bahwa lingkungan permukiman terkecil terdin
atas 50 unit rumah (KK) dengan luas 1 hektar, setiap KK beranggotakan 5 orang,
Jenis prasarana dan sarana setiap skala permukiman dapat dilihat pada lampiran.
Pada dasarmya penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana diatas
merupakan tanggung jawab pemerintah sebagai mana tercantum di dalam
peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1987, tentang penyerahan prasarana
lingkungan, utilitas umum dan fasilitas sosial harus diserahkan dan dikuasai oleh
pemerintah (barang publik) antara lain :
1. Prasarana lingkungan, meliputi jalan, jembatan, tempat parkir, saluran
pembuangan air limba dan hujan
2. Utilitas Umum, meliputi terminal angkutan, fasilitas kebersihan/pembuangan

sampah.

ts2

Fasilitas Sosial, meliputi fasilitas pendidikan, puskesmas, tempat ibadah dan

pasar



N. Morfologi Kota
Dalam pendekatan “fixation line concepf” seperti dikemukakan oleh
Conzen (1960), analisis morfologi kota di dasarkan pada areal yang secara fisik
menunjukkan kemampuan kekotaan (fownscapes). Areal yang berbatasan dengan
areal bukan kota disebut “buiit up area”. Oleh karena percepatan pembentukan
kenampakan fisik kekotaan tidak sama untuk setiap bagian terluar kota, maka
morfologi kota sangat bervariasi adanya. Dari waktu kewaktu bentuk fisik kota
selalu mengalami perubahan, sementara itu batas administrasi kota relatif sama
untuk periode waktu yang lama. Oleh karena batas fisik kota selaiu berubah setiap
saat maka sangat sering sekali terlihat bahwa batas fisik kota telah berada jauh di
luar batas administrasi kota. Mengacu pada hubungan antara eksistensi batas fisik
kota dan baras administrasi kota, terfihat ada 3 macam kemungkinan hubungan
(Northam, 1979) yaitu :
1. Sebagian besar batas fisik kekotaan berada jauh di luar batas administrasi
kota. Kondisi kota yang mengalami situasi seperti ini di sebut sebagai “Under

Bounded City " (Gambar 1).
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Gambar | : “Under Bounded City™
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2. Sebagian besar batas fisik kekotaan berada di dalam batas administrasi kota.

Kondisi kota seperti int disebut sebagai “Over Bounded City™. (Gambar 2).

Legenda :

—————— Babas Ademickuirasl Kots
——————— Watss Fluik Kots

Rute 1 portas

Gambar 2 : “Over Bounded City”

3. Batas fisikal kota koinsiden dengan batas administrasi kota. Kondisi seperti
ini disebut sebagai, “True Bounded (ity”. Memang, dalam perencanaan tata
ruang kota akan memudahkan pemerintah kota, karena seluruh areal kekotaan
berada pada batas-batas administrasi kota. Mengingat kota pada masa yang
akan datang selalu akan bertambah luas arealnya, maka kerjasama/koordinasi
kerja dengan dengan pemerintah dacrah dalam mensikronkan perencanaan tata
ruang wilayah kota dar wilayah yang kelak 1kan menjadi kota perlu

dikerjakan sedini mungkin.
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Kajian yang akan dilakukan pada penelitian ini merupakan kajian
keterkaitan antar Kota Palopo dengan wilayah hinterlandnya, sehingga pendekatan
yang dilakukan terhadap lokasi penelitian mencakup :

e Kawasan Kota Palopo sebagai kajian makro wilayah studi, meliputi :
Kecamatan Wara, Kecamatan Wara Selatan, Kecamatan Wara Utara, dan
Kecamatan Telluwanua. Kajian ini merupakan tinjauan terhadap Rencana Tata
Ruang Kota Palopo.

e Lingkup wilayah Kota Palopo sebagai kajian makro wilayah penelitian, yang
secara administrasi terdiri dari 4 kecamatan.

Pemilihan lokasi penelitian Kota Palopo, hal im dikarenakan oleh
beberapa faktor yang menarik bagi penulis dalam keterkaitan fungsi masing-
masing kawasan kota, hal ini dapat dilthat Dalam arahan tata ruang Kota Palopo
menetapkan pada bagian utara Kota Palopo sebagai fungsi utama pengembangan
perumahan dan permukiman, untuk mengantisipasi pertumbuhan penduduk Kota
Palopo dimasa yang akan datang, serta ditetapkannya Kota Palopo sebagai kota
otonom yang dulunya merupakan ibukota Kabupaten Luwu.

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis data terbagai atas dua macam yaitu :

s Data kuantitatif dan data kualitatif meliputi jumlah dan kepadatan penduduk,

jumlah dan kepadatan bangunanluas lahan dan lain-lain
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e Data kualitatif meliputi kondisi lahan, kondisi bangunan, kondist sarana dan

prasasara lingkungan permukiman dan lain-lain.
Sumber data terbagai atas dua macam vaitu :

e Data pnmer yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui observasi,
interview dengan bantuan menggunakan kuisioner berupa data luas lahan,
kondisi fisik kawasan dan lain-lain.

¢ Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui instansi yang terkait dengan
penelitian ini, misalnya data luas luas wilayah Kota Palopo, data kondisi
topografinya, data kepadat penduduk dan bangunann data penggunaan lahan,
data penyebaran fasilitas dan lain-lain.

C. Metode Pengumpuilan Data

1. Observasi

Observasi dilakukahn untuk mengetahui secara langsung kondisi di lokasi
penelitian apakah lokasi yang di teliti sesuai dengan penilaian lokasi
pengembangan lahan perumahan dan permukiman serta pola penggunaan lahan.

2. Telaah Pustaka

Telaah pustaka/dokumenter sebagai sumber untuk memperoleh data atau
gambar berupa peta penggunaan lahan, laporan hasil penelitian sebelumnya dan
literatur fain.

D. Alat Analisis

Dalam menganalisa data dan informasai yang diperoleh dilakukan secara

kualitatif dan kuantitatif yaitu analisa secara angka-angka atau deskripsi berupa



uraian-uraian dan menjelaskan data yang diperoleh ataupun menjelaskan hasil
atau kesimpulan dan analisa kuantitatif.

Metode analisa antara lain digunakan untuk mengetahui pola pemanfaatan
ruang dan struktur tata ruang adalah sebagai berikut
1. Analisa Pertumbuhan dan Proyeksi Penduduk

Analisa pertumbuhan dan proyeksi penduduk dimaksudkan untuk
mengidentifikasi tingkat pertumbuhan penduduk pada masa lampau dalam kurun
waktu 5 (lima tahun) terakhir yaitu jumlah penduduk pada tahun 2002 hingga
tahun 2007. Analisa ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan atau proyeksi
jumlah penduduk pada masa yang akan datang berdasarkan karakteristik
pertumbuhan masa lampau.

Dengan maksud dan tujuan maka digunakan model analisa Bunga
Berganda, dengan rumus sebagai berikut :

P.=Po (1+1)"

Keterangan :

Py : Jumiah Penduduk Pada Tahun Proyeksi
Py : Jumlah Penduduk Pada Tahun Awal

r : Angka Perumbuhan Penduduk

n :Jangka Waktu Dalam Tahun

Model analisa digunakan oleh karena dapat memprediksi jumlah
penduduk dimasa yang akan datang dengan mempertimbangkan jumlah penduduk

pertahun (setiap tahunnya) dengan data minimal lima (5) tahun terakhir.

ot
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2. Analisis Struktur Tata Ruang

Analisis yang digunakan untuk menentukan hirarki dan struktur tata ruang
masing-masing area permukiman di Kota Paiopo dengan menggunakan alat
analisis sebagai berikut:
* Anasiisis Skalogram
e Bobot Fungsi Pelayanan
e Indeks Sentralitas Terbebot
3. Analisis Variansi

Metode analisis Variansi digunakan untuk mengetahui seberapa besar
potensi pengembangan area permukiman di Kota Palopo. Dalam penentuan area
permukiman telah ditetapkan indikator/parameter terhadap indeks bobot kualitatif
dan kuantitatif pada setiap variabel yang akan digunakan. Adapun indeks bobot
tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.
Indeks Bobot Penilaian Kualitattif dan Kuantitatif Arahan Pengembangan Area

Permukiman di Kota Palopo

No. Urut Tingkat Kualitatif |  Tingkat Kuantitatif
L. Baik 8§10
2. Sedang 6-—7
3 Buruk 5-3

Sumber : ‘Smnaatmadja, 1998 : 175

Berdasarkan indeks bobot kualitatif dan kuantitatif pada setiap variabel
vang akan digunakan untuk mengetahui area-area potensil untuk pengembangan
area permukiman, maka selanjutnya dilakukan uji statistik dengan menggunakan

metode varian untuk mengetahui seberapa besar perbedaan area potensil untuk



pengembangan area permukiman dimasa yang akan datang. Adapun persamaan

rumus yang digunakan adalah :

5810t = let(\t - (szlot)z /N

ss  =(XXa)/Na-(EX ) /N
ssd = S5 —S5a

msa =ssa/dia

msd =ssd/dfd

F =msa / msd

F:df = dfa/dfd

4. Analisis Penentuan Lokasi Permukiman

Penetapan suatu lokasi sebagai kawasan lindung atau kawasan budidaya
dilakukan dengan menacu pada kriteria lokasi yang ditetapkan oleh pemerintah.
Kriteria dimaksud secara langsung maupun tidak langsung merefleksikan daya
dukung serta tingkat kesesuaian (fisik) lokasi dengan kegiatan yang akan
ditetapkan diatasnya seperti penetapan kawasan perumahan dan permukiman.

Klasifikasi fisik lahan seperti kemiringan lereng, kepekaan tanah terhadap
erosi, intensitas curah hujan dan ketinggian merupakan vanabel utama dalam
penetapan jenis kawasan, disamping variabel lainnya seperti ketersediaan
sumberdaya yang mendukung atau diperlukan oleh suatu kegiatan budidaya yang
merupakan variabel utama dalam pengalokasian pemanfaatan ruang untuk
kawasan budidaya.

Skor lokasi merupakan salah satu parameter utama dalam penentuan jenis

kawasan. Skor ini merupakan hasil overlay dan pembobotan dari 3 variabel lokasi



yaitu : kemiringan lereng, jenis tanah dar intensitas curah hujan. Tahapan analisis

dalam perhitungan skor lokasi adalah sebagas berikut :

a. Mengumpulkan peta kemiringan lereng, intensitas curah hujan dan peta jenis
tanah.

b. Mengoverlay ketiga peta tersebut untuk mendapatkan unit medan yaitu satuan
lokasi yang memiliki nilai tertentu masing-masing untuk ketiga variabel yang
disebutkan sebelumnya.

¢. Menghitung nilai dari setiap variabel dengan menggunakan klasifikasi
penilaian

d. Menghitung skor lokasi setiap unit medan dengan menjumlahkan hasil
perkalian antara nilai yang diperoleh pada langkah ketiga dengan bobotnya

masing-masing.

th

Analisis Time Series

L ) B
Metode Time Series digunakan untuk melihat perbandingan dan selisih

antara tahun lampau dan tahun saat ini, schingga memperlihatkan selisih luas
penggunaan lahan yang mengalami perubahan. Metode ini dilakukan dengan
membangdingkan dan menghitung selisih luas penggunaan lahan tahun 1998
dengan penggunaan lahan 2002.
6. Metode Deskriptif

Metode ini dilakukan untuk menggambarkan perkembangan kota pada
lokast studi dengan didukung oleh data-data yang disajikan dalam bentuk tabulasi

dan uraian peta-peta.
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E. Kerangka Pembahasan

ARAHAN FPENGEMBANGAN AREA
PERMUKIMAN DI KOTA PALOPO

L4

LATAR BELAKANG
- Perkembangan Jumlah Penduduk Kota
Palopo setisp tahunnya yang mencapai
25%
- Undang-Undang Tata Ruang disebuthan,
bahwa sctiap kegiatan pembangunan vang
memerlukan nang harus didasarkan pada

RTRK yang ada dan sudah ditetaphkan.

|

r -
RUMUSAN MASALAH
- Bagaimana  Pola Perkembangan

Permukiman Di Kota Palopo

- Bagmimana Arahan Pengembangan
Kawasan Permukiman Berdasarkan
Karakteristik Dan Fungsi Kota Palope

TINJAUAN TEORITIS
pengertian perumahan dan permukiman
Perumahan Pada Masvarakat Perkotaan
Kniteria lokasi perumahan dan permukiman
Penentuan lokasi Kegiatan di Daerah
Perkotaan
Faktor Pembeutuk Pemantaatan Lahan dan
Peaentiz Tata Guna Tanah
Penyispun Kibyakan dan Strategi
Pembangunan Perumahan dan Permukiman
Kehijaksangan Pembangunan Perumahan
dun Pesmavdiman
Pembangunan Perumahan dan Permukiman
Konsep Pengembangan Kawesan
Permuk iman, Isu Fembangunan Petkotaan
Tsu Sirateges Perumanan dan Permmukiman
Vist dan Misi Pernhangunan Perurnahen dan
Pennukiman Kota Palopo
Penvediaan Sarana den Prasarana
Permukiman
Mortologi Koia

v
TUJUAN
- Untuk Mengetshui Pola Pengenbangan
Kawasan Perumahan 1Jan Permukiman
I Kota Palope Kaitannya Dengan
Ketersediaan Lahan
- Untuk  Mengetshui  Arahan  Zonasi
Pemenfaatan Ruang Kawasan
Permukiman Dan Perumahan
Berdasarkan Karakterisiik Fisik Kola
Palopo |
h L

GAMBARAN UMUM KOTA PALOPO
- Kebijaksanaan Pembangunan Kota Palopoe
- Karaktensuk Kot Palopo
- Perkembangan Jumlah Pendudok Kota

Patopa
- Pola Penggunaan Lahan Kota Falope,

- Jumiah Perumalian Di Kola Pafopo

L 4

HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis Perkembangan Penduduk Kaosa Palopo
Analists Pengembangan Area Permukiman di Koa
Palopo
Analisis Lokasi Permukiman

Anahisis Pola Pemanfbatan Laban
- Arahan Pengembangan Kawasan Perkotaan Kota Palopo
- Arahan Pengembangan Area Permukiman Koa Palopo

T

AREA PENGEMBANGAN
PERMUKIMAN
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kota Palopo
1. Karakteristik Kota Palopo
a. Letak Geografis Wilayah

Secara umum luas wilayah Kota Palopo kurang lebih 24377.79 Ha dan
secara administrasi pemerintahan terdini atas 4 wifayah kecamatan terdiri atas 28
kelurahan/desa meliputi wilayah; Kecamatan Wara, Kecamatan Wara Utara,
Kecamatan Wara Selatan dan wilayah Kecamatan Tellu Wanua. Berdasarkan
posisi dan letak geografis wilayah, Kota Palopo berada pada koordinat 2° 30 45 -
3% 37 30" Lintang Selatan dan 119° 41" 15-121° 43" 11" Bujur Timur. Kota
Palopo merupakan sub wilayah pengembangan Propinsi Sulawesi Selatan dengan
batas administrasi wilayah berbatasan :
o Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Luwu
e Sebelah Selatan berbatasan Kabupaten Luwu
» Sebelah Timur berbatasan Teluk Bone
¢ Sebelah Barat berbatasan Kabupaten Tana Toraja
b. Keadaan Topografi

Keadaan topografi Kota Palopo berdasarkan sumber data yang diperoleh
(BPS Kota Palopo) berada pada ketinggian 0-500M dari permukaan air laut,
dengan kemiringan berada pada kisaran 02%, 2-15%, 15-25% dan > 40%.
Selanjutnva berdasarkan kondisi tersebut, keadaan iklim Kota Palopo termasuk

kategori iklim tropis, temperatur rata-rata harian berkisar antara 20°C - 30°C.
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¢. Keadaan Geologi

Keadaan geologi Kota Palopo berdasarkan data yang diperoleh terdini atas;
relief kasar yang merupakan morfologi perbukitan, morfologi pegunungan,
sungai, daratan dan pantai. Satuan batuan yang membentuk morfologi tersebut
adalah batuan sedimen, metamor dan batuan gunung api, hampir semua batuan
tersebut berumur piiosen. Satuan batuan sedimen yang terbentuk terdiri atas batu
pasir tufaan, batu pasir bersusun andesil, batu lempung, batu lanau, konglomerat
dan breksi serta batu gamping terumbu. Morfolog: yang dominan adalah daratan,
pegunungan, dan perairan dengan kelerengan vang sangat bervariasi, diduga
akibat adanya proses erosi, tanah longsor, dan gerakan massa tanah lain yang
sangat efektif. Sebagian dari kedua morfologi tersebut merupakan lereng curam,
sehingga ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung.
d. Keadaan Hidrologi

Keadaan hidrologi Kota Palopo, berdasarkan hasil observasi lapangan
yang dilakukan ditemukan daerah-daerah di kawasan kota yang mengalami
genangan periodik. Sumber air permukaan berasal dari sungai Ammasangeng dan
sungai Boting. Pada kondisi tertentu terutama pada saat musim hujan sungai
tersebut mempengaruhi sebahagian wilayah Kota Palopo, khususnya di wilayah
kecamatan Wara dan menerima air limpasan dari sungai Ammasangeng yang
merupakan ancaman banjir perkotaan.
e. Penggunaan Lahan

Kondisi tata guna lahan di Kota Palopo secara umum terdiri atas; sawah,

perkebunan, perumahan, tambak, fasilitas sosial ekonomi, dan lahan kosong.



Pergesaran pemanfaatan lahan kawasan Kota Palopo secara umum belum

mengalami perubahan yang cukup drastis hanya pada beberapa bagian kawasan

kota, akibat terjadinya peningkatan pembangunan jumlah unit perumahan.

Tabel 1. Penggunaan Lahan Di Kota Palope Tahun 1998

| No Jenis Penggunaan Lahan Luas (Ha) Prosentase (%)
1. | Persawahan 3300.50 13.53
_ 2. | Permukiman 4107 16.84
3. | Kebun Campuran 4439 18.20
4. | Ladang/Huma 1872 7.69
5. | Tambak 602 2.46
6. | Hutan Rakyat 2395 9.82
7. [ Perkebunan 5519 22.63
8. | Lainnya 214329 8.79
Jumliah 24377.79 100,00

Sumber : Kota Palopo Dalam Angka, 1998

Tabel 2. Penggunaan Lahan Di Kota Palono Tahun 2602

No | Jenis Penggunaan Lahan |  Luas (Ha) Prosentase (%) |
1. | Persawahan B 311100 | 12,76
2. | Permukiman _, 4.196,33 17,23 ;
3 Kebun Campuran . 4.337,70 18,61
4. | Ladang/Huma _ [ 1.9§3,74 | 7,85
5. | Tambak | 611,95 2,51
6. | Hutan Rakyat l 2.432,00 | 9,99
7| Perkebunan 5.612,00 23,02
B Lainnya 1.960,07 8,04
Jumlah 24.377,79 | 100,00

Sumber : Kota Palopo Dalam Angka 2002

Dengan melihat tabel diatas bahwa tingkat perubahan pemanfaatan lahan

dari tahun 1998 sampai tahun 2002 dengan perubahan tertinggi pada penggunaan

permukiman mencapai 8.54%, sedangkan penggunaan lahan lainnya yang di

dalamnya adalah sarana dan prasarana mengalami perubahan terendah yaitu

sekitar 2.19% dijelaskan pada tabel berikut.
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Tabel 3. Perubahan Penggunaan Lakan Di Kota Palopo Tahun 1998 - 2002

. Tahun Prosentase Perubshan

No Jenis Penggunaza 1998 2002 Penggunaan Lahan (%)
1 Persawahan 330050 3111.00 6.09

2 Permukiman 4107 419933 2.19

3 Kebun Campuran 4439 4537.70 2.17

4 Ladang/Huma 1872 1913.74 2.18

5 Tambak 602 61195 1.62

6 Hutan Rakyat 2395 2432.00 1.5

7 Perkebunan 5519 5612.00 1.6

8 Lainnya 214329 1560.,07 8.54

Sumber : Rencana Umum Tata Ruang Kota Palopo Tahun 2003

2. Kependudukan

Keadaan demografi dan kependudukan hingga akhir tahun 2001 di Kota
Palopo menunjukkan kenaikan angka yang cukup signifikan. Hasil catatan
registrasi pada Biro Pusat Statistik menunjukkan Kota Palopo saat ini dihuni
penduduk kurang lebih 114.829 jiwa. Angka tersebut memberikan indikator
pesatnya kegiatan pembangunar yang perlu disiapkan dimasa yang akan datang.
Secara umum kondisi demografi dan kependudukan Kota Palopo dijelaskan pada
kajian berikut.
a. Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk

Hasil pendataan yang dilakukan menunjukkan rata-rata laju tingkat
pertumbuhan penduduk Kota Palopo selama hma tahun terakhir dinnci
berdasarkan kecamatan memperlihatkan kenaikan sebesar 0,18%. Hasil catatan
registrasi yang diperoleh, tingkat kepadatan penduduk di Kota Palopo berdasarkan
klasifikasinya dibedakan atas 3 (tiga) bahagian yaitu; kepadatan tinggi, sedang
dan rendah. Kepadatan tinggi berada di wilayah Kecamatan Wara Utara dengan

jumiah penduduk sebesar 1.558 jiwa/km’, kepadatan penduduk terendah berada di

Kecamatan Tellu Wanua dengan jumlah sebesar 104 jiwa/km’. Demikian pula
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halnya dengan pola penyebaran penduduk terjadi secara tidak merata. Data yang

diperoleh menunjukkan pola penyebaran penduduk di Kota Palopo terakumulasi

di daerah perkotaan. Perkembangan jumlah penduduk, dan kepadatan dirinci

menurut kecamatan di Kota Palopo pada Tabel berikut :

Tabel 4. Perkembangan Jumlah Penduduk di Kota Palopo Tahun 1993-2002

Jumlah Penduduk (Jiwa)
i i 93 9 95 % 97
1 2 3 4 5 6 7
I Wara 45.903 46.181 46.435 42.822 40.292
2. Wara Selatan * * » 12.339 12.228
3 Wara Utara 48.183 48472 48.654 39983 39.998
4. Tellu Wanua * b . 12.343 12.415
Jumlah 94.086 94.653 95.089 107.487 104.933
Pertumbuhan (%) 0,6 11,53
No Kecamatan 8 9 i0 11 12
98 99 2000 2001 2002
1. Wara 18.055 15.860 16.019 50.605 50.807
2. Wara Selatan 16.404 15.777 14.944 9.783 10.146
3. Wara Utara 21.524 21.658 23.190 41427 41.697
4. Tellu Wanua 30.057 30.390 29638 11.844 12.179
Jumlah (%) 86.490 83.885 84.091 113.659 114.829
Pertumbuhan -213 0,24 1,02

Sumber : Kota Palopo Dalam Angka, Tahun 2001 * Data Menyatu Dengan Kecamatan Induk

Tabel 5. Distribusi dan Kepadatan Penduduk Di Kota Palopo Tahun 2002

Jumlah Penduduk Luas Wilayah Kepadatan
Nojj Kecamatas (Jiwa) (Ha) Penduduk (Jiwa/Ha)
1. | Wara 50807 2081 24
2. | Wara Selatan 10146 5475 2
3. | Wara Utara 41697 4068.79 10
4. | Tellu Wanua 12179 12753 1

Sumber : Kota Palopo Dalam Angka, 2002

b. Struktur Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin

Struktur penduduk menurut umur dan jenis kelamin di Kota Palopo

berdasarkan hasil survey (catatan registrasi) yang diperoleh didominasi oleh

kelompok umur anak-anak dan dewasa. Untuk lebih jelasnya lihat table dibawah

ini.

45




KABUPATEN LUWU

~

5 £
.‘o' Cae 1°_41m
e T 4067 |
x : A .
- * |
’ 0y
’ .
r .
4 LY
£ 3
K ~ %
‘ i
e 5
" .“
— .‘ ) !‘ - — e
[ = - ? §‘
o H ::. i -:- i ¥ ¥ nl
g R
I - - - - e
‘ ! A |
J i o Al o !
- l‘_ : i KECAMATAN WARA UTARA |
ool 1) 1 T, Jood Gamber
S — oy | PETA ANALISIS KEPADATAN
T : PENDUDUK KOTA PALOPO
2 -~ .'/ b TAHU" 2002
- y —A P UBUKANG s
.. | - i »mm== Batas Kotz
Y A 1 R —-.—- Batas Kecamatan
- KELURAHAN i :;" ~--—~ - Batas Desa/Kelurahan
SABBANGIWRL 5 v
| . g . Jalan
< - == | | Sungai
3 5 = Garis Pantai
£
| h > Jumiah Penduduk (Jwa)
ot , » Luss Wilaysh (Ha)
> Kepadatan Penduduk { JwaMa)
KECAMATAN SELATAN
% Mahasiswal/Stambuk
Sofyan Thamrin / 4599042045
Dosan Pembimbing
| | 1. Ir. Tommy SS Eisenring, M.Si
2. Ir. Batara Surya, M.Si
\ KABUPATEN L 3. Ir. Muh. Ridwan, M.S|
50807 ' e
> n
jy 1: 150.000 ‘ .
[} L5 1] a5 40 Km
e ™ —
1 2 3 Sumber
- Peta Dasar/Peta Rupa Bumi
PALOP LTI
- Bappeda Kota Palopo

46




Tabel 6. Struktur Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin di Kota

Palopo Tahun 2002
Jenis Kelamin Jumlah
No Kelompok Umur Laki-Laki Perempuan (Jiwa)
1. 0-4 6500 5905 12405
2. §5-9 6464 6142 12606
3 10-14 6808 6444 13252
4, 15-19 7356 7210 14566
5. 20-24 4923 5261 10184
6. 25--29 4704 5052 9756
7. 30-34 434] 4491 8832
2 35-39 3543 3801 7344
9, 40 - 44 3168 2858 6026
10, 45 - 49 2264 2121 4385
11. 50 - 54 1904 1871 3775
12, 55-59 1529 1590 3119
13. 60 — 64 1335 1360 2695
14, 65 — 69 902 1032 1934
15, 70-74 1002 1056 2068
16. 75 keatas 892 990 1862
Jumlah 57635 £7194 114829

Sumber : Kota Palopo Dalam Angka 2002

c. Stqutur Penduduk Menurut Agama

Sikap dan prilaku manusia dalam melaksanakan kehidupannya pada

dasarnya dilandasi dengan keyakinan dan agama yang dianut dan menjadi

pedoman yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.

Datz tahun 2002 tercatat jumlah penduduk yang menganut agama isfam di Kota

Palopo sebanyak 96382 jiwa. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 7. Struktur Penduduk Menurut Agama di Rinci Berdasarkan
Kecamatan di Kota Palopo Tahun 2002
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama (Jiwa)
No | Kecamatan Islam | Khatolik | Protestan | Hindu | Budha | Lainnya
1. | Wara 40855 836 6.903 205 167 51
2. | Wara Selatan 6444 116 964 - - 4
3. | Wara Utara 39179 774 6.329 172 152 53
4. | Tellu Wanua 9904 184 1523 - - 14
Jumlah | 96382 1919 15719 377 319 122
Sumber : Kota Palopo Dalam Angka, Tahun 2002
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d. Adat Istiadat dan Kebiasaan Penduduk

Adat istiadat merupakan karaktenstik masyarakat suatu daerah yang
dijunjung tinggi secara turun temurun dari suatu generasi ke generasi berikutnya.
Adat istiadat atau kebiasaan masyarakat merupakan salah satu aspek yang turut
menentukan dalam pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan.
Kebiasaan yang masih mengakar sampai saat ini di Kota Palopo antara lain:
¢ Rasa persaudaraan dan gotong royong masyarakat masih cukup kuat
¢ Upacara adat, antara lain;, perkawinan, khinatan, kematian, syukuran kelahiran

bayt dan pesta adat lainnya.

3. Fasilitas Sosial Ekonomi

Fasilitas diartikan sebagai wadah/tempat aktivitas manusia, berfungsi

melayani kebutuhan masyarakat di dalam suatu unit lingkungan. Jenis aktivitas

pada dasarnya terbagi atas dua kelompok besar, yaitu fasilitas ekonomi dgn

fasilitas sosial. \ L

"

Fasilitas sosial diartikan sebagai wadah aktivitas yang melayani kebutuhan '
penduduk bersifat memberi kepuasan sosial, mental, dan spiritual dalam bentuk:
perumahan, peribadatan, pendidikan, kesechatan, olah raga dan rekreasi. Fasilitas
ekonoini diartikan wadah untuk melakukan aktivitas ekonomi dalam bentuk
fasilitas perdagangan, industri, dan aktivitas ekonomi lainnya,

a. Perumahan

Klasiftkasi perumahan di Kota Palopo pada dasarnya dilihat dan segi: luas

kaveling, tipe perumahan, kondisi perumahan, dan pola pembentukan

permukiman. Kondisi perumahan di Kota Palopo dibedakan atas tiga jenis, antara
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lain : rumah permanen, semi permanen, dan darurat/temporer. Hasil survey
dilapangan secara umum kondisi bangunan/rumah vang ada mayoritas termasuk
dalam klasifikasi permanen, semi permanen dan sebagian kecil temporer.

Pembangunan perumahan yang dilakukan oleh masyarakat/ perorangan,
masih bersifat alami. Pola perumahan yang terbentuk cenderung mengelompok
(concemtrik) pada suatu kawasan, dan berkembang secara linear mengikuti
jaringan jalan dan garis pantai. Hasil survey lapangan yang dilakukan
menunjukkan perkembangan perumahan di Kota Palopo menganut pola
konsentrik dan linier. Jumiah rumah di Kota Palopo hingga akhir tahun 2002
sebanyak 23.216 unit yang tersebar pada 4 wilayah kecamatan. Lebih jelasnya
dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 8. Jumlah Unit Rumah di Kota Palopo Keadaan Akhir Tahun 2602

No Kecamatan Jumiah Rumah Kondisi Perumahan {(unit)
Tangga (unit) Baik Sedang l Ruszk
1. | Wara 10.574 3.010 5.506 951
2. | Wara Selatan 2.034 373 1.724 198
3. | Wara Utara 8.056 1.680 6.334 607
4. | Tellu Wanua 2.552 264 2.020 550
Jumiah 23.216 5.327 15.583 2.306

Sumber : Kota Palopo Dalam Angka, 2002

b. Peribadatan
Penduduk di Kota Palopo umumnya beragama islam. Jumlah fasilitas
peribadatan yang ada saat ini sebanyak 101 buah mesjid, tersebar di masing-

masing kecamatan. Jumlah dan jenis sarana ibadah di Kota Palopo dapat dilihat

pada Tabel berikut:




Tabel 9. Jumlah Fasilitas Peribadatan Di Kota Palopo Tahun 2002

N K Jenis Peribadatan
o ecsmatan .
Mesjid | Mushallah Pf:g{:n lg;"‘:;k Vihara | Pura

I Wara 34 9 18 - - -
2. Wara Selatan 11 2 - - - _
3. Wara Utara 31 3 9 4 1 1
4, Tellu Wanua 25 1 8 1 - -

Jumigh 101 20 35 I '3 1 1

Sumber : Kota Palopo Dalam Angka 2002

¢. Pendidikan

Fasilitas Pendidikan yang terdapat di Kota Palopo untuk kegiatan proses

belajar dan mengajar terdini atas; TK, SD, SLTP dan SLTA. Jumlah fasilitasdi

Kota Palopo dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 10. Jumlah dan Jenis Fasilitas Pendidikan Di Kota Palopo Tahun 2002

Jenis Fasilitas (Unit)

No Kecamatan TK sD SLTP SLTA PT

I Wara 12 30 7 19 5

2. | Wara Selatan - 6 - - -

3. Wara Utara 12 19 7 12 1

4. | Tellu Wanua - 10 o - - |
Jumlah 24 65 14 3l 6 |

Sumber : Kota Palopo Dalam Angka 2002

d. Kesehatan

Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat tidak terlepas dari

ketersediaan fasilitas kesehatan. Jenis fasilitas kesehatan di Kota Palopo terdiri

atas; rumah sakit umum, puskesmas, puskesmas pembantu, posyandu dan

polindes. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut:
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Tabel 11. Jumlah Fasilitas Kesehatan Di Kota Palopo Tahun 2000

Sumber : Kota Palopo Dalam Angka 2002
e. Perdagangan

Usaha perdagangan yang dilakukan masyarakat di Kota Palopo terdiri atas
usaha perdagangan kecil, menengah dan besar. Jumlah usaha perdagangan di Kota
Palopo di dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 12. Jumlah dan Jenis Fasilitas Perdagangan di Kota Palopo Tahun

Jenis Fasilitas (Unit) Jumtsh
No Kecamatan R Sakit Potikdinik Peskesmas Posyandu Polindes {unit})
Umum
1. | Wara
2. 1 Wara Selatan
3. | Wara Utara
4. | Tellu Wanua
Jumlah

2002
[ i " Jenis Usaha Perdagangan (Unit)
No Kecamatan Perdagangan Perdagangan T Perdagangan
Kecil Menengah [ Besar |
1. | Wara 507 [ 8 [ 3 {
2. ;| Wara Selatan 4 ] !
3. | Wara Utara 49 1 1
4 Tellu Wanua 4 - - |
Jumilsh 564 10 4

Sumber : Kota Palopo Dalam Angka, 2000
f. Lapangan Olah Raga

Salah satu fasilitas yang mendukung untuk meningkatkan produktivitas
masyarakat adalah keberadaan fasilitas olah raga. Berdasarkan data yang
diperoleh fasilitas olah raga yang terdapat di Kota Palopo terdin atas; lapangan
sepak bola, lapangan bola volley, lapangan tennis, lapangan bulu tangkis, dan

fasilitas olah raga lainnya.



4. Sarana dan Prasana
a. Jalan

Prasarana jalan di Kota Palopo, jika dikaitkan dengan fungsinya, secara
umum berfungsi untuk memudahkan proses pengakutan baik angkutan barang
maupun angkutan manusia. Berdasarkan klasifikast jalan di Kota Palopo terdiri
atas jalan arteri primer, arteri sekunder, kolektor primer, kolektor sekunder, jalan
lokal primer dan jalan lokal sekunder.
b. Air Bersih

Sarana air bersih yang dimanfaatkan masyarakat kawasan pesisir untuk
memenuhi kebutuhan air bersih pada umumnya bersumber dari air permukaan
(sungai) dan air tanah (sumur) dangkal/sumur dalam. Potensi air bersih yang
bersumber dari PDAM, secara umum masih dominan dimanfaatkan oleh
masyarakat perkotaan, Berdasarkan data yang di peroleh tingkat pelayanan air
bersih yang bersumber dari PDAM baru mencapai 42% dan jumiah rumah tangga
sebesar 23.216. Dari jumlah rumah tangga tersebut + 13.465, masih menggunakan
air bersih yang bersumber dari air permukaan. Tidak diperoleh data mengenai
syarat higienes air bersih yang dikonsumsi masyarakat. Tingkat pelayanan air

bersih di Kota Palopo dapat dilihat pada Tabel benkut.
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" Tabel13. Jumlah Pelanggan

dan Kapasitas Air Bersih di Kota Palopo

Tahun 2002
Sumiah | Kapasitas |
No Kecamatan Pelanggan Banyak Air Minum Nilai |
Yang Disalurkan (M") | (Rp.000;-)
1. | Rumah Tangga 9.731 2.526.977 4.531.481
2. | R Sakit/Badan Sosial 32 35.142 28.096
3. | Tempat Ibadah 40 59.427 47.512
4. | Umum 116 99.350 48.536
5. | Toko, Perusahaan & Industri 697 245.935 502.424
6. | Niaga Kecil 155 | 56.167 210.776
7. | Industri Keci 8 | 6.253 12.789
8. | Industri Besar 4 | 1897 8.300
9. | Instansi Pemerintah 81 ! 105.627 160395 |
Jumlah | 10.864 | 3.136.775 [ 5.559.395 |

Sumber : Kota Palopo Dalam Angka 2002

¢. Drainase
Kondisi permukaan lahan di Kota Palopo relatif datar hingga

bergelombang, serta dilalui oleh sungai Ammasangeng dan sungai Boting yang

berfungsi sebagai jaringan drainase primer. Kondisi jaringan drainase yang ada

saat ini sepenuhnya belum berfungsi optimal dan hanya terdapat pada jalur jala
utama. Di beberapa kawasan jaringan drainase yang ada masih alami. Kondisi
tersebut akan berpengaruh pada luapan air permukaan yang belum tersalurkan
dengan baik, mengingat tidak semua jalur jalan yang ada memiliki saluran
drainase. Genangan air hujan tidak dapat dihindan pada tempat dan kawasan
tertentu. Terjadinya luapan air sungai pada musim hujan mengakibatkan genangan
air schingga pengadaan jaringan drainase sangat penting peranannya untuk
mengalirkan air hujan dan air permukaan.
d. Listrik

Jaringan listrik di Kota Palopo yang telah terpasang saat ini mengikuti

jalur jalan, dengan menggunakan travo pembatas. Distribusi jaringan listrik di



Kota Palopo termasuk dalam kategori jaringan tegangan menengah dan jaringan
tegangan rendah. Pelayanan distribusi jaringan listrik antara lain sambungan ke
unit perumahan penduduk, fasilitas sosial, perdagangan dan pemerintahan.

Hasil pendataan yang dilakukan menunjukkan rata-rata pemakaian listrik
di Kota Palopo untuk sambungan rumah antara 450-900 watt. Untuk sambungan
fasilitas sosial ekonomi dan pelayanan umum antara 1000-1500 watt, bersumber

dari pembangkit listrik PLN Cabang Bakaru. Distribusi jaringan listrik di Kota

Palopo dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 14. Distribusi Jaringan Listrik di Kota Palopo Tahun 2002

Tidak
Jumlah Terjangkau A
No Kecamatan Dess/Kelurahan | Aliran Listrik Terjangkau
Aliran Listrik

1 Wara 10 10 -
| 2. | Wara Selatan 6 S 1
3. { Wara Utara 6 6 -
4 Tellu Wanua 6 5 1
Jumlah 28 1 2

Sumber : Kota Palopo Dalam Angka 2002

e. Air Limbah

Salah satu sumber pencemaran lingkungan adalah air limbah. Air limbah
di Kota Palopo secara umum bersumber dari; limbah rumah tangga, limbah
industri, limbah kapal, dan hasil buangan dan aktivitas sosial ekonomi.
Berdasarkan karakteristiknya limbah hasil buangan di Kota Palopo terdiri atas
limbah padat dan limbah cair. Hasil observasi lapangan yang dilakukan
menunjukkan penangangan limbah di Kota Palopo sepenuhnya belum dikelola
secara baik (tanpa melalui treatment). Jika tidak diantisipasi sejak awal akan

berdampak pada pencemaran lingkungan yang pada akhimya akan mengnganggu

kondisi ekosistem lingkungan.
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f. Telepon
Jaringan telepon yang telah terpasang saat ini di Kota Palopo, secara
- umum menggunakan sistem sambungan STO. Distribusi sambungan telepon saat
ini masih terbatas dan di fokuskan di pusat kota dan beberapa wilayah kecamatan.
Distribusi sistem sambungan ke daerah pedesaan sepenuhnya belum terpasang ke
unit sambungan antara lain: perumahan, fasilitas sosial ekonomi dan
pemenntahan.
g. Persampahan
Potensi timbulan sampah di Kota Palopo berdasarkan sumbermnya meliputi;
sampah rumah tangga, industr, industri pengolahan ikan, pasar, tempat
 pelelangan ikan, sampah jalan dan sebagainya. Jika didasarkan pada sifat dan
karakteristiik sampah yang dihasilkan oleh berbagai aktivitas di Kota Palopo
terdiri atas jenis sampah basah dan sampah kering. Hingga saat ini pengelolaan
'sampah yang dihasilkan belum dikelola secara optimal, pola penanganan yang
idilakukan masyarakat masih bersifat konvensional dengan cara; membakar,
menimbun, membuang ke sungai dan laut. Hanya sebagian volume timbulan
- sampah yang telah tertangani dan diangkut ke TPA. Sarana dan prasarana yang
tersedia saat ini antara lain; gerobak sampah, container dan armada pengangkutan
sampah. Keberadaan sarana tersebut umumnya berlokasi di Kota Palopo.
B. Karakteristik Lokasi Pengembangan Area Permukiman di Kota Palopo
Berdasarkan ruang lingkup penelitian ini lokasi pengembangan
permukiman poerkotaan di Kota Palopo berdasarkan fungsi struktur tata ruang

berada pada Kecamatan Wara Utara dan Kecamatan Telluwanua.
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1. Orientasi Kecamatan Wara Utara

a. Fisik Dasar

- = Topografi

Secara umuin keadaan topografi wilayah Kecamatan Wara Utara berada
pada ketinggian 0-99 meter, dengan kemiringan lereng 5-20%, 20-40% dan >
40%. Jika dilihat dari keadaan topografi wilayah, Kecamatan Wara Utara
memiliki batas ambang lingkungan untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan,
terutama yang berada pada ketinggian > 40%. Ketinggian dan kemiringan lereng
di Kecamatan Wara Utara dapat dilihat pada Tabel dibawah int.

Tabel 15. Ketinggian Tempat dan Kemiringan Lereng di Kecamatan Wara
Utara Tahun 2002

No Desa/ Ketingglan Kemiringan Lereng (Ha)

Kelurahan Tempat (DFL) 0-2% | 515% 1540% | >a0%

1. | Sabbamparu 0-99 1.455 ] R

2. | Batupasi 0-99 970 i . | 7008

3. | Pontap 0-99 1.213 - .1 9344
4, | Bara 0-99 485 - - 1.261,4
5. | Salobulo 0-99 340 - 8,75 607,36

6. | Rampoang 0-99 388 - 26,25 701,1
Junilah 4.851 - 35 4.672

Sumber : Kecamatan Wara Utara Dalam Angka 2002
* Penggunaan Lahan

Pemanfaatan lahan di wilayah Kecamatan Wara Utara secara umum untuk
keseluruhan sektor pembangunan seluas 3.822 Ha atau 14,4% dan total luas
wilayah kecamatan. Jika dilihat dani intensitas penggunaannya pemanfaatan lahan
di wilayah Kecamatan Wara Utara yang dominan adalah lahan kenng seluas 2,643

Ha dan terendah adalah areal persawahan menempati areal 13 Ha atau 0.24% dart



total luas wilayah kecamatan. Pemanfaatan lahan di wilayah Kecamatan Wara

Utara dapat dilihat pada Tabel berikut.

| Tabel 16. Penggunaan Lahan di Wilayah Kecamatan Wara Utara Tahun

2002
No Penggunaan Lahan Luas (Ha) Persentase (%)
1 Lahan Kering 2643 49.76
2 Permukiman 53.5 1.01
3 | Tegalan 82.0 1.54
4 Perkebunan 303 5.70
5 Sawah 13 0.24
6 Padang Rumput 17 0.32
7 | Tambak 394.5 7.43
8 Hutan 320 6.02
9 | 'Lainnya 1486 2797
Jumlish 5312 100

~ Sumber : Kecamatan Wara Utara Daiam ;\ngka 2002

b. Kependudukan

Perkembangan jumiah penduduk di wilayah Kecamatan Wara Utara

selama lima tahun terakhir 1998-2002 mengalami kenaikan dengan laju

pertumbuhan sebesar 0,03% atau rata-rata kenaikan sebesar 1.331 jiwa/tahun.

Perkembangan jumlah penduduk merupakan salah satu satu dasar pertimbangan

untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana, termasuk peningkatan

produktivitas wilayah. Perkembangan jumlah penduduk di Kecamatan Wara Utara

dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 17. Perkembangan Jumlah Penduduk di Kecamatan Wara Utara

Tahun 1998-2002

No Tahun J“'“"('_":'::;’“d“k Perkembangan (Jiwa)

1 1998 39.863 .

2. 1999 40,040 117

3. 2000 40.042 2

4 2001 41373 1331

5 2002 41.697 324 J

Sumber : Kecamatan Wara Utara Dalam Angka 2002
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c. Fasilitas Sosial Ekonomi
'»  Pendidikan

Ketersediaan sarana pendidikan diperlukan untuk meningkatkan wawasan
| dan pengetahuan masyarakat baik melalui pendidikan sekolah maupun pendidikan
luar sekolah. Ketersediaan sarana tersebut merupakan indikator untuk menilat
tingkat pendidikan dan wawasan berpikir masyarakat, termasuk panisipast
masyarakat dalam pembangunan. Jumlah dan jenis fasilitas pendidikan di
Kecamatan Wara Utara dapat dilihat pada Tabel benkut.

Tabel 18. Jumlah dan Jenis Fasilitas Pendidikan di Kecamatan Wara Utara

Tahun 2002
, l Jumlsh Fasilitas Pendidikan (Unit

| No Desa/Kelurahan = Sb | SLTP Sﬁ\dU ) — ]:
{ 1. | Sabbamparu 2 2 7 2 -
l 2 | Batupasi [ 2 [ ) i "
3. | Pontap ] 4 R N
| 4 | Bara ] 5 4 3 1
| 5. | Salobulo ] 5 2 4 ;
6. | Rampoang 2 4 - 1 .
Jumlah 7 20 8 10 2

'Sumber : Kecamatan Wara Utara Dalam Angka 2002

-®  Kesehatan

I Ketersediaan fasilitas kesehatan merupakan indikator peningkatan kualitas
hidup masyarakat. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat akan membantu
untuk meningkatkan usaha produksi terutama bagi masyarakat yang belum
terjangkau akan pelayanan kesehatan. Jumlah dan jenis fasilitas keschatan di

Kecamatan Wara Utara dapat dilihat pada Tabel berikut.
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Tabel 19, Jumlak dan Jenis Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Wara Utara

Tahun 2002
Jumliah Fasilitas Kesehatan (unit) AI
No | PDesa/Kelurahan Rumah
Sakit Puskesmas PUSTU BRIA Fosyandu Polindes Apatik
I. | Sabbamparu ! I 6 |
2. | Batupasi } l 5 I
3. | Pontap i ! 7
4. | Bara - 1 1 L 6
5 Salobulo 1 - 1 1 6
6. | Rampoang - ! 1 1 3 T
Jumiah 1 2 6 [ a3 2

Sumber : Kecamatan Wara Utara Dalam Angka 2002
* Perdagangan

Usaha perdagangan yang digunakan masyarakat dalam pemasaran hasil
produksi sangat ditentukan dengan keberadaan fasilitas perdagangan baik sebagai
pengumpul maupun dalam hal distribusi pemasaran hasil produksi. Jenis fasilitas
perdagangan yang terdapat di Kecamatan Wara Utara dapat dilihat pada Tabel
dibawah ini. E

Tabel 20. Jumiah dan Jenis Fasilitas Perdagangan di Kecamatan Wara \

Utara Tahun 2002
No Desa/Kelurshan ! Fasilitas Perdagangan (Unit)
Pasar ] Pertokoan
i. | Sabbamparu C ! 2
2. | Batupasi 1 3
3. i Pontap 4
4. | Bara 2
5. | Salobulo - 6
6. | Rampoang l 4
Jumlsh 2 21

Sumber : Kecamatan Wara Utara Dalam Angka 2002
= Peribadatan

Jenis fasilitas peribadatan di Kecamatan Wara Utara terdin atas mesjid,
mushallah, gereja, vihara dan pura. Jumlah dan jenis fasilitas peribadatan di

wilayah Kecamatan Wara Utara dapat dilihat pada Tabel berikut.

59




Tabel 21. Jumlah dan Jenis Fasilitas Peribadatan Di Kecamatan Wara

Utara Tahun 2002
f P Jenis Fasilitas Peribadatan

No | Desa/Kelurahan Mesjid Mushallsh Gereja Vihara Pura
I. | Sabbamparu 1 1 4 - -
2. | Batupasi 3 1 1 | -
3. | Pontap 5 - - - -
4. | Bara 9 1 1 - [
5. ) Salobulo 6 - 3 - -
6. | Rampoang 7 - € - -
Jumigh k)| 3 | 13 1 1

Sumber : Kecamatan Wara Utara Dalam Angka 2002

2. Orientasi Kecamatan Telluwanua

a. Fisik Dasar

* Topografi

Secara umum keadaan topografi wilayah Kecamatan Telluwanua berada

pada ketinggian 0-249 meter, dengan kemiringan lereng 0-2, 5-15%, 15-40% dan

> 40%. Dengan demikian jika dilihat dari keadaan topograti wilayah terdapat

wilayah/kawasan yang memiliki batas ambang untuk pelaksanaan kegiatan

pembangunan. Ketinggian dan kemiringan lereng di Kecamatan Telluwanua dapat

dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 22. Ketinggian dan Kemiringan Lereng di Kecamatan Telluwanua

’—l'; Desa/ Ketinggian Kemiringan Lereng (Ha)
Kelurshan Tempat (DPL} 0-2% | 5.15% 15-40% > 0%

!. | Battang 0-249 22,50 | 564,00 5.925.00 5.338,50
2. | Mancani 0-99 103,50 ) 299 50 638,00 -
3. | Maroangin 0-99 380,00 530,60 581,00 -
4. | Jaya 0-99 353,00 44120 393,00 198 00
5. | Salubattang 0-99 173,00 360,00 484,00 20,00
6. | Sumarambu 0-99 4500 574,70 1.535,00 1.285 00

Jumlah 1.077 2.770 1.786,00 6.841,50

Sumber : Kecamnatan Telluwanua Dalam Angka 2002

®* Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di wilavah Kecamatan Telluwanua secara umum untuk

keseluruhan sektor pembangunan seluas 3.598,2 Ha atau 3,17% dari total luas
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wilayah kecamatan (RUTR Kota Palopo Tahun 2003). Jika dilihat dari intensitas
penggunaannya pemanfaatan lahan di wilayah Kecamatan Telluwanua yang
dominan adalah hutan yang seluas 6841.5 Ha dan terendah adalah areal
pekarangan menempati areal 60 Ha. Penggunaan lahan di wilayah Kecamatan
Telluwanua dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 23. Penggunaan Lahan di Wilayah Kecamatan Telluwanua Tahun

2002
No Penggunaan Lahan Luas (Ha) Persentase (%)
1 Lahan Kering 1786 13.70
2 Permukiman 240 1.84 N
3 Tegalan 66 0.51
4 Perkebunan 1431 10.98
5 Sawah 1786 13.70
6 Tambak 315 2.42
7 Hutan 6841.5 52.49
8 Lainnya 567.3 4.35
Jumlah ! 13032.8 100

Sumber : Kecamatan Telluwanua Dalam Angka 2002
b. Kependudukan

Perkembangan jumlah penduduk di wilayah Kecamatan Telluwanua
selama lima tahun terakhir 1998-2002 mengalami kenaikan dengan laju
pertumbuhan 0,5%. Perkembangan jumlah penduduk merupakan salah satu satu
dasar pertimbangan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana, termasuk
penikatan produktifitas wilayah. Perkembangan jumlah penduduk di Kecamatan

Telluwanua dapat dilihat pada Tabel berikut.
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Tabel 24. Perkembangan Jumlah Penduduk di Kecamatan Telluwanua
Tahun 1998-2002

No Tahun Jumlah Penduduk Perkembsngan Jiwa) |
(Jiwa)

1 1998 5.781 -

2 1999 5827 46

3 2000 5.990 163

n 2001 6330 340

3 2002 12179 5849

Sumber : Kecamatan Telluwanua Dalam Angka 2002
¢. Fasilitas Sosial Ekonomi
* Pendidikan

Ketersediaan sarana pendidikan diperlukan untuk meningkatkan wawasan
dan pengetahuan masyarakat baik melatui pendidikan sekolah maupun pendidikan
luar sckolah. Ketersediaan sarana tersebut merupakan indikator untuk menilai
kualitas hidup dan tingkat kersejahteraan masyarakat, termasuk partisipasi
masyarakat dalam pembangunan. Jumlah dan jenis fasilitas pendidikan di
Kecamatan Telluwanua hingga saat ini masih terbatas dan hanya pada tingkatan

pendidikan dasar. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut.

| Tabel 25, Jumlah dan Jenis Fasilitas Pendidikan di Kecamatan Telluwanua

Tahun 2002
Jumlah Fasilitas Pendidikan {Unit)

No Desa/Kelurahan TK SD SLTP SMU PT
1. | Battang - 4 - - -
2. | Mancani - 2 - - -
3. | Maroangin - 2 - -
4. | Jaya I - -
5. | Salubattang | - - - - -
6. | Sumarambu - 1 - - . -

Jumiah - 10 - - | -

Sumber : Kecamatan Telluwanua Dalam Angka 2002
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* Kcsehatan
Ketesediaan fasilitas kesehatan merupakan indikator peningkatan kualitas
- hidup masyarakat. Meningkatnya derajat keschatan masyarakat akan membantu
untuk meningkatkan usaha produksi masyarakat Hingga saat ini distribusi
| pelayanan kesehatan di Kecamatan Telluwanua sepenuhnya belum terpenuhi.
Jumlah dan jenis fasilitas kesehatan di Kecamatan Telluwanua dapat dilihat pada
. Tabel dibawah ini.

 Tabel 26. Jumiah dan Jenis Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Telluwanua

| Tahun 2002
[ Jenis Fasilitas Kesehatan
N D
0 csa/Kelurahan RS‘::;h Puskesmas PUSTU | BKIA | Posyandu Polindes

1. Battang - - 1 - 5 1
2. | Mancani = = . = 3 I
3. | Maroangin = - ] A 3 -
4 Jaya - - S - 2 1
5. | Salubattang - - 2 [
6. | Sumarambu - - - | 1
Jumiah - - 2 - 16 5

Sumber : Kecamatan Telluwanua Dalam Angka 2002
* Perdagangan

Usaha perdagangan yang digunakan masyarakat dalam pemasaran hasil
produksi sangat di tentukan dengan keberadaan fasilitas perdagangan baik sebagai
pengumpul maupun dalam hal distribust pemasaran hasil produksi. Jenis fasilitas
perdagangan yang terdapat di Kecamatan Telluwanua dapat dilihat pada Tabel

berikut.
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Tabcl 27. Jumlah dan Jenis Fasilitas Perdagangan di Kecamatan

Telluwanua Tahun 2002

No Desa/Kelurahan Fasilitas Perdagangan (Unit)
Fasar Umum Pertokoan

1. Battang R
2. | Mancani 1 1
3. Maroangin 3
a_|Jaya 2
5 Salubattang - - |
6. | Sumarambu 1 .

Jumlah 2 5

Sumber : Kecamatan Teltuwanua Dalam Angka 2002 '
* Peribadatan
Fasilitas peribadatan pada prinsipnya digunakan masyarakat untuk
melaksanakan kegiatan keagamaan dengan tujuan membentuk karakteristik
masyarakat dan sebagai wadah pembinaan mental. Jenis dan jumiah fasilitas
peribadatan di Kecamatan Telluwanua dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 28. Jumlah Dan Jenis Fasilitas Peribadatan Di Wilayah Kecamatan

Telluwanus Tahun 2002
No Desa/Kelurshan Fasilitas Peribadatan (Unit)
_Mesjid Mushallah Gereja

. | Battang 8 4 4
2. | Mancani 5 3 3
3. | Maroangin 3 1 4
4 | laya 3 1 2
5. | Salubattang 3 - -
6. | Sumarambu 3 - l

Jumlah 25 6 14

Sumber : Kecamatan Telluwanua Dalam Angka 2002
C. Pola Perkembangan Area Permukiman di Kota Palopo
* Pola Menyebar
Pola menyebar kegiatan kota kaitannya dengan pembentukan kawasan
permukiman perkotaan sangat dipcngaruhi olch faktor topografi yang relatif

seragam dan aktifitas sosial ekonomi yang homogen. Proses perkembangan
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Permukiman sangat tergantung oleh pemusatan berbagai aktifitas antara
lain; perdagangan, perkantoran, pendidikan, industri, serta sarana dan prasarana
transportasi.

* Pola Sejajar

Pola sejajar kaitannya dengan keberadaan permukiman perkotaan di Kota
Palopo dipengaruhi akibat adanya perkembangan jaringan jalan dan dacrah aliran
sungai.

* Pola Merumpun

Pola merumpun kaitannya dengan pengembangan kawasan permukiman biasanya
berhubungan dengan konsentrasi kegiatan penduduk. Jika topografi agak datar
mengakibatkan permukiman akan berkembang di kawasan tersebut.

D. Analisis Pengembangan Area Permukiman

1. Analisis Makro Area Permukiman di Kota Palopo

a. Analisis Fisik Dasar

Keadaan topografi Kota Palopo berdasarkan sumber data yang diperolieh
sangat bervariasi. Secara umum berada pada kisaran lereng antara 0-2%, 2-15%,
15-40% dan > 40%. Kemiringan lereng tersebut menjadi dasar dalam menetapkan
dan mengalokasikan berbagai fasilitas, pengembangan kawasan dan pengendalian
pertumbuhan kawasan.

Arahan pola pemanfaatan lahan pada dasamya mengacu pada kriteria
lokasi berdasarkan karakteristik pembentuk kawasan. Kriteria tersebut merupakan

dasar untuk menentukan nilai skoring dengan indikator antara lain; ketinggian
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tempat, jenis tanah, intensitas curah hujan, dan kelerengan lapangan. Klasifikasi
kelas lereng lapangan di Kota Palopo dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 29. Klasifikasi Kelas Lereng Lapangan di Kota Palopo

Nilai Kelas Lereng Kemiringan Lereng (%) Kategori
1 0-8 Landai
2 8-15 Agak Landai
3 15-20 Curam
4 20 - 40 | Sangat Curam

Sumber : Peta Rupa Bumi Kota Palopo Tahun 1991
b. Kepekaan Tanah Terhadapm Erosi

Secara umum wilayah Kota Palopo mempunyai relief yang datar, daerah
pantai, perbukitan dan morfologi pegunungan. Satuan batuan yang membentuk
morfologi terdiri atas batu pasir, tufaan, batu pasir bersusun andesil, batu
lempung, batu lanau, konglomerat, breksi dan batu gamping terumbu. Morfologi
yang dominan adalah daratan, diduga akibat adanya gerakan massa tanah yang
cukup intensif. Dengan demikian kondisi tanah di Kota Palopo secara umum
mengindikastkan terdapat beberapa lokasi yang peka terhadap ancaman erosi.
Indikator kepekaan tanah terhadap erosi di Kota Palopo menggunakan kriteria
pada Tabel berikut.

Tabel 30. Klasifikasi Kepekaan Tanah Terhadap Erosi

N'.I]?;rﬁ']":” Jenis Tanah Kategori
1 Aluvial, Tanah Gley, Planosol, Hidromofor Kelabu, Laterite Air | Tidak Peka
Tanah
2 Latosol Agak Peka
3 Brown Forest Soil. Non Calcic Brown. Mediteran Kurang Peka
4 Andosol, Laterite, Grumusol, Podsol, Posolik Peka
5 Pegosol, Litosol, Organosol, Rensina Sangat Peka

Sumber : Peta Rupa Bumi Kota Palopo, 1991
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¢. Intensitas Curah Hujan

Intensitas curah hujan di Kota Palopo berdasarkan data yang diperoleh
sangat bervariasi, intensitas curah hujan tertingggi berlangsung pada bulan Juli
dan terendah berlangsung pada bulan September. Intensitas curah hujan tersebut
dijadikan dasar untuk menilai produktifitas lahan. Intensitas curah hujan di Kota
Palopo rata-rata sebesar 583 MM/HH. Dengan demikian produktifitas fahan di
Kota Palopo termasuk sedang sampai tinggi. Nilai intensitas curah hujan
didasarkan pada kriteria banyaknya curah hujan yang terjadi pada kondisi tertentu.
Kriteria penilaian yang dimaksud dapat dilihat pada Tabe! berikut.

Tabel 31. Kriteria Klasifikasi Intensitas Curah Hujan Di Kota Palopo

Nilai Kelas intensitas Hujan intensitas Hujan (mm/hari hujan) Keterangan
1 < 135 Sangat rendah
2 13,6 - 20,7 Rendah
3 20,7 - 277 Sedang
4 27,7-3438 Tinggi
5 > 348 Sangat Tinggi

Sumber : Kota Palopo Dalam Angka Tahun 2002
Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, merupakan dasar dalam
menetapkan zonasi kawasan hutan lindung, Lokasi kawasan yang memungkinkan
yang di tetapkan sebagai kawasan hutan lindung scbagai berikut.
¢ Lokasi yang berada pada kemiringan lereng 40%
¢ Lokasi yang peka terhadap bencana alam dan erosi tanah
¢ Daerah resapan air
e Daerah pantai dengan ketentuan 100 m dari garis pasang tertinggi
¢ Dacrah wilayah aliran sungai besar antara 50 -60 meter
e Wilayah aliran sungai kccil yang berbatasan langsung dengan daerah

permukiman dengan jarak 20-30 meter.
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2. Analisis Pola Pemanfaatan Ruang
a. Kawasan Hutan Lindung

Kawasan hutan lindung adalah kawasan yang karena keadaan dan sifat
fisik wilayahnya perlu dibina dan dipertahankan sebagai kawasan hutan dengan
penutupan vegetasi secara tetap, untuk kepentingan pengaturan tata air,
pencegahan bahaya banjir, sumber makanan biota laut untuk daerah pantai dan
erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah.

Berdasarkan pada tipologi masing-masing kawasan yang meliputi 4
wilayah kecamatan di Kota Palopo yang telah dilakukan, lokasi yang sangat
berpotensi untuk pengembangan kawasan hutan lindung berlokasi di daerah garis
pantai dengan jarak kurang iebth 100 meter dari garis pasang tertinggi untuk
dihijaukan, kawasan yang berada daerah manfaat sungai dengan jarak 50-60 meter
dan kawasan yang berada kisaran lereng > 40%. Kawasan tersebut merupakan
daerah yang sangat sesuai untuk ditetapkan sebagai kawasan lindung,

b. Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya adalah kawasan yang memungkinkan untuk
dikembangkan berbagai aktifitas kegiatan guna meningkatkan produktifitas
masyarakat. Kawasan budidaya yang memungkinkan untuk dimanfaatkan di Kota
Palopo seperti : Komoditi tanaman kehutanan, kawasan pertanian kawasan
pangan, kawasan tanaman tahunan, kawasan peternakan dan permukiman.

3. Analisis Pola Permukiman Kota Palopo
Pengembangan pola pemukiman diarahkan untuk mengetahui tata jenjang

dan distribusi pusat-pusat pelayanan serta memenuhi kebutuhan distribusi
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pelayanan sosial ekonomi area permukiman. Penilaian dalam analisis pola
permukiman di Kota Palopo dijelaskan pada bagian berikut.
* Skalogram Fungsi Pelayanan Kota Palopo

Metode skalogram digunakan untuk menjawab pertanyaan mendasar
tentang bagaimana pola fungsi fasilitas pelayanan sosial ekonomi yang terdapat
pada tingkatan wilayah kota dan kawasan perdesaan. Skalogram fungsi
permukiman Kota Palopo dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 32. Skalogram Fungsi Permukiman di Kota Palopo Tahun 20602

| Sutuan Fasilitas Pelayanan
Pemukiman 1 2 3 | 4 5 6 | 7 [ 9 10
Wara X X X | X X X X X X X
| Wara Selatan ¢ X X X X Y X X X X
| Wara Utara X X X X 0 X X X 0 X
| Tellu Wanus 0 X X 0 0 ¥ X X 1 o X
| Keterangan : 6 = Puskesmas
| 1 = Pasar umum 7=KUD
2 = Pertokoan 8 = Kantor Pemerintah
3=5§D 9 = Bank. 10 = Kelembagaan Masvarakat
4=5SLTP X = Menujukkan keberadaan fasilitas
5=SMU 0 = Fasilitas tidak terdapat
Sumber : Hasil Analisis
Tabel 33. Perhitungan Bobot Fungsi Pelayanan
Satuan Pemukiman Fungsi
1 2 3 4 5 6 7 & b 10 Toral
Wara 1 ] 1 1 1 | 1 | 1 | 10
Wara Selatan 0 1 1 1 ] 0 i l 1 1 8
Wara Utara 1 1 1 ! 0 1 3 1 0 1 8
Tellu Wanua 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 6 |
Jumlah Fungsi 2 4 4 3 2 | 3 4 4 2 4 ]
Centralitas Total 100 14 100 | 100 100 | 100 100 | 190 | 100 100
Bobot 20 25 25 333 S0 | 333 25 25 50 25
Sumber : Hasil Analisis
Tabel 34. Perhitungan Index Sentralitas
Satuan Pemukiman Fungsi
1 2 3 4 | 5 6 7 | & 9 | 10 | Total
Wara 50 25 25 313 | 50 33,3 25 25 50 25 3416
Wara Selatan 0 235 25 33,3 | 50 0 25 25 50 25 2383
Wara Utara 30 25 25 333 0 ;333 25 25 ¢ 25 2416
Tellu Wanua 0 23 25 0 0 333 25 25 0 j 25 158 3
Centralitas Total 100 | 100 | 100 [ 100 [100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

Sumber ; Hasil Analisis




Hasil Tabel diatas, menujukkan hirarki pusat-pusat pelayanan di Kota

Palopo terkonsentrasi di pusat kota berlokasi Kecamatan Wara skala pelayanan

regional (zona inti), Kecamatan Wara Utara dan Wara Selatan (zona transisi)

skala pelayanan lokal kawasan, sedangkan Kecamatan Tellu Wanua skala

pelayannya unit lingkungan (zona pinggiran). Dengan demikian pusat pelayanan

di Kecamatan Tellu Wanua memerlukan peningkatan dalam hal pemenuhan

kebutuhan fasilitas sosial ekonomi dimasa yang akan datang.

* Distribusi Fungsi Pelayanan Kota Palopo

Distribusi fungsi pelayanan diarahkan untuk mengetahui tingkat/hirarki

pusat-pusat pelayanan sosial ekonomi dihubungkan dengan jumlah penduduk

dalam satu satuan permukiman yang membutuhkan pelayanan. Analisis

didasarkan pada nilai indeks sentralitas terbobot, dengan mengelompokkan

satuan-satuan permukiman. Berdasarkan Index Sentralitas Terbobot masing-

masing kelompok tersebut dinamakan pusat pelayanan pertama (PP1) dan pusat

pelayanan kedua (PP2) dan seterusnya. Hirarki pusat-pusat pelayanan di Kota

Palopo dapat diiihat pada Tabel berikut.

Tabel 35. Hirarki Pusat-Pusat Pelayanan di Kota Palopo

==

Jumlah Lokasi

No Fungsi Index Sentralitas l IST Rata-KRata
1 | PPl 1 341,6 34,2
2 | PP2 2 2499 24,9
3 | Permukiman Biasa 1 158,3 15,8

Sumber : Hasil Analisis

Hasil Tabel diatas menunjukkan pusat pelayanan utama (PPI) di Kota

Palopo berlokasi di Kecamatan Wara sedangkan permukiman biasa berlokasi di

Kecamatan Tellu Wanua.

71




KABUPATEN LUWU

KECA ATAN WARA

KELURAHAN
TOMPOTIKKA

_\" / !

/ DESAPETA ~

"/II,‘
s \
Fd =
/'./ s St T
/"/I ,.-——rﬁ-*‘l_ - !
——
~
\ﬁ--__nwsm
———
KABUPATEN LUWU

Judul Gambar

PETA ANALISIS STRUKTUR
PEMANFAATAN RUANG
KOTA PALOPO

Keterangan
e e = Batas Kota

Batas Kecamatan

Batas Desa/Kelurahan
Sungai

Garis Pantai

Jalan Arteri

Jalan Kolektor Primer

| Jalan Kolektor Sekunder

——— Jalan Lokal

© rotaordem

@ rotaorderv

. Desa Pusat Pertumbuhan
" | Kawasan Pengembangan

Perumahan & Permukiman
Baru

Mahasiswa/Stambuk
Sofyan Thamrin / 4599042045

Dosen Pembimbing
1. Ir. Tommy SS Eisenring, M.Si

2. Ir. Batara Surya, M.Si
3. Ir. Muh. Ridwan, M.Si

KOTA PALOPO

Skala ' ‘
1:150.000 ‘ .
] 18] 10 45 40 Km
Sumber
- Hasil Analisis

72




UT. $
- PUSAT PEMERINTAHAN
‘ - PUSAT PERDAGANGAN
H .| - PELAYANAN JASA
‘ | - PENDIDIKAN
o - KESEHATAN
24 ~| FUNGSI PENUNJANG :
2 - PERMUKIMAN
‘ : o
e
S
B
|

e T S Y

KABUPATEN LUWU

Judul Gambar

PETA ANALISIS HIRARKI
PUSAT-PUSAT PELAYANAN
KOTA PALOPO

Keterangan

= - = Batas Kecamatan
-~ Batas Desa/Kelurahan
Jalan
Sungai
~——— Garis Pantai
KO zona INTI
| ZONA TRANSISI
| ZONA PINGGIRAN

. PUSAT PELAYANAN
" PRIMER (PP 1)

. | PUSAT PELAYANAN
" SEKUNDER (PP 2)

. PERMUKIMAN BIASA

Mahasiswa/Stambuk
Sofyan Thamrin / 4599042045

Dosen Pembimbing

1. Ir. Tommy SS Eisenring, M.Si
2. Ir. Batara Surya, M.Si
3. Ir. Muh. Ridwan, M.Si

Skala
V N
1:150.000 ‘ .
[ 15 10 43 40 Km
| — ——
Sumber
- Hasil Analisis

KOTA PALOPO

73




Dengan demikian pusat-pusat peiayanan primer berlokasi di PPI dan pusat
pelayanan sekunder berlokasi di PP2. Distribusi pelayanan fasilitas scsial
ckonomi hingga saat ini belum terdistribusi secara merata di ke 4 wilayah
kecamatan Kota Palopo.

4. Analisis Sistem Hubungan Kawasan

Sistem hubungan kawasan digunakan untuk menemukenali lokasi strategis
untuk penempatan/pengembangan fasilitas sosial ekonomi ditinjau dari segi
potensi yang dimiliki scbagai daerah tujuan penduduk dan jangkauan pelayanan
terhadap fasilitas. Khusus dalam pengembangan Kota Palopo didasarkan pada
keterkaitan kawasan meliputi; keterkaitan ekonomi, keterkaitan fisik dan
keterkaitan sosial.

5. Analisis Keterkaitan Spasial

Analisis keterkaitan spasial digunakan untuk menemukenali lokasi
strategis untuk penempatan/pengembangan fasilitas sosial ekonomi dilihat dari
segi potensinya sebagai daerah tujuan pergerakan penduduk dan jangkauan
pelayanan. Untuk mengetahui keterkaitan spasial yang terjadi di Kota Palopo
terhadap wilayah hinterlandnya, akan memerlukan evaluasi terhadap berbagai
Jenis fungsi antara satu lokasi dengan lokasi lainnya dengan menilai keterkaitan
fisik, ekonomi, pergerakan penduduk, teknologi, interaksi sosial, pelayanan, dan
politik, administrasi dan organisasi.

Keterkaitan fisik adalah interaksi atau keterkaitan secara spasial akibat
oleh hubungan fisik antarkomponen yang tercipta serta dihubungkan jaringan

transportasi yang dapat mengurangi waktu jelajab dan ongkos pengangkutan,
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jangkauan pemasaran yang Iebih luas, kesempatan migrasi dan akses yang lebih

baik terhadap aktifitas, komunikasi serta memperluas wilayah pelayanan.

Keberadaan jalan yang menghubungkan wilayah pertanian ke pasar akan

mendorong terbentuknya pasar-pasar baru di wilayah pedesaan, meningkatkan

interaksi antar desa, menghubungkan wilayah produksi dengan pusat-pusat
pengumpul dan distribusi, serta mendorong pengembangan komuditas baru yang
bernilai ekonomis.

6. Analisis Struktur Tata Ruang

Pertimbangan yang digunakan dalam penetapan pola struktur tata ruang

Kota Palopo sebagai berikut:

* Memelihara aksesibiiitas antarkawasan kota dengan memanfaatkan jalur-jalur
utama yang menghubungkan antar kota dengan desa-desa disekitarnya.

* Menjaga hubungan lokal melalui pembangunan jaringan jalan yang
menghubungkan tiap komponen kota secara keseluruhan dan merupakan pola
jalan yang efisien akan tetapi mempunyai pelayanan yang tinggi.

* Hubungan fungsional yang serasi dari masing-masing aktifitas yang ada di
dalam kota.

s Daya tampung tiap zona kawasan kota

E. Arahan Pengembangan Area Permukiman di Kota Palopo

1. Kriteria Penilaian Area Permukiman

Area permukiman adalah lahan yang memungkinkan dikembangkan untuk

kebutuhan pembangunan perumahan, memenuhi kriteria fisik dan kriteria

kelayakan lingkungan. Indikator penilaian dalam penetapan kawasan perkuminan
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di Kota Palopo terkait dengan kondisi dan karakteristik lokasi. Arahan zonasi

kawasan perwinahan dan permukiman di Kota Palopo dapat dilihat pada Tabel

berikut.

Tabel 36. Penilaian Kriteria Lokasi Area Permukiman Di Kota Palopo

Lokasi Area Permukiman
No Variabel/Indikat
rator CAPW [CAPWU [CAPWS | CATW | Total
1. | Topografi 8 8 7 7
2. | Hirdrologi (Sumber Air) 7 7 7 7
3. | Relief Permukaan ¥ 8 7 8
4. | Keterjangkauan Transportasi Kota 8 7 7 6
5. | Kondisi Lingkungan 5 8 7 8
6. | Ketersediaan Sarana & Prasarana 8 7 7 6
7. | Daya Tampung Ruang 4 8 7 3
8. | Ketersediaan Lahan 4 B 8 8
9. Tata Guna Lahan 4 8 7 ]
10. | Nilai Lahan 4 (i} 7 8
N 10 10 10 10 40
2X 60 15 71 74 280
Rata-Rata 6 7.5 7.1 7.4
X 394 £67 504 554 2020
Penyelesaian :
St = TXiop - T30 2020 280 _ 3020 1960 - 60
N 40
2 2 2 2
e XS CX00 e g5 g, a0,
Na N 10 10 10 10 40
ssd = sstot - ssa= 60 - 142 =458
msa =ssa/dfa =142/4-1 =4.73
msd =ssd/dfa =458/40-4 =1,27
F  =msa/msd =4.731,27 =372
F =df = dfa/dfd = 3/36
RINGKASAN ANALISA VARIAN
Sumber Variansi 58 df ms F | P
1. Antar (a) 14.2 3 4.73
2. Dalam (d) 45.8 36 1.27 3.72>9,01
3. Total (tot) 60 39 6

Sumber : Hasil Analisis
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Hasil Tabel diatas menunjukkan lokasi yang memungkinkan dan memiliki
peluang untuk di kembangkan sebagai lokasi pengembangan area permukiman
dimasa yang akan datang berlokasi di Kecamatan Wara Utara dan Kecamatan
Telluwanua.

2. Arahan Lokasi Pengembangan Area Permukiman

Sesuat hasil analisis yang telah dilakukan menunjukkan, kawasan potensil

untuk dikembangkan sebagai area permukiman di Kota Palopo sebagai barikut;

* Pengembangan area permukiman terbatas berlokasi di Kecamatan Wara;

* Pengembangan area permukiman berskala besar berlokasi di Kecamatan Wara
Utara dan Wara Selatan;

* Pengembangan area permukiman perdesaan berlokasi di Kecamatan Tellu
Wanua

3. Prioritas Pengembangan Area Permukiman

Prioritas lokasi pengembangan area permukiman di Kota Palopo, dikaitkan
- dengan kemungkinkan pergeseran penduduk akibat perkembangan kota serta
mengantisipasi terjadi migrasi besar-besaran menuju ke kawasan pusat Kota
Palopo akibat kelengkapan fasilitas sosial ekonomi sebagai faktor dominan yang
~ akan mengakibatkan pergerakan masyarakat. Untuk mengantisipasi kemungkinan
terjadinya proses tersebut maka langkah strategis yang diusulkan untuk segera
ditangani adalah penetapan lokasi KASIBA/LISIBA di daerah zona transisi dan
daerah pinggiran. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka prioritas
lokasi untuk pengembangan area permukiman diarahkan ke Kelurahan Maroangin

Kecamatan Telluwanua dan Kelurahan Bara Kecamatan Wara Utara
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Kecamatan Wara Utara, sebagai kawasan yang diprioritaskan untuk segera
dilaksanakan guna memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Palopo akan
perumahan dan permukiman karena lokasi ini sangat mendukung  untuk
pengembangan area permukiman yang di karenakan lahan pertanian yang ada
tidak produktif lagi dan topografi yang mendukung, sehingga area ini sangat
potensi untuk pembangunan area permukiman skala besar.
F. Arahan Pengembangan Kawasan Perkotaan Kota Palopo
1. Arahan Penentuan Fungsi Kawasan Kota Palopo

Penentuan fungsi kawasan kota, pada prinsipnya didasarkan pada
dominasi kegiatan yang telah berkembang, daya dukung dan daya tampung ruang,
untuk membentuk satu kesatuan kawasan yang memiliki hubungan fungsional
dengan mempertimbangkan pola penggunaan lahan vang telah terbentuk,
penyebaran kegiatan kota dan kemudahan pencapaian ke lokasi pusat-pusat
aktifitas. Fungsi masing-masing kawasan Kota Palope dapat dilihat pada Tabel
benkut;

Tabel 37. Fungsi Masing-Masing Kawasan Kota Palopo

No Kawasan Kota Fungsi Yang Diemban

I. | Zona Inti (Kawasan Pusat Kota) Fungsi Utama : Pusat Pemerintahan,
Perdagangan, Pelayanan Jasa, Pendidikan

dan Kesehatan

Fungsi Penunjang : Permukiman
2. | Zona Transisi Fungsi Utama : Industri, pertanian

Fungsi Penunjang : Permukiman
3. | Zona Pinggiran Fungsi Utama : Pertanian

Fungsi Penunjang : Permukiman

Sumber : Hasil Analisis




2. Arahan Poia Penggunaan FL.ahan Kota Palopo

Analisis pola penggunaan lahan ditujukan untuk mengetahui lokasi
kawasan kota yang memungkinkan sebagai daerah terbangun dan lokasi yang
ditetapkan sebagai kawasan lindung, sesuai karakteristik fisik yang dimiliki.

Kecenderungan poia penggunaan lahan di Kota Palopo untuk pengembangan

sesuai daya tampung dan daya dukung ruang serta berdasarkan arahan rencana

tata ruang sebagai berikut:

* Zona inti, diarahkan pemanfaatannya untuk kegiatan pusat kegiatan
pemerintahan, perdagangan, pendidikan, pelayanan jasa dan permukiman.
zona int berada pada Kecamatan Wara.

e Zona Transisi diarahkan untuk pengembangan industri, perdagangan skala
lokal, pertanian dan permukiman, zona ini berada pada Kecamatan Selatan.

» Zona Pinggiran diarahkan untuk pengembangan pertanian dan permukiman
yang dilengkapi dengan fasilitas lingkungan, zona ini berada pada Kecamatan
Telluwanua dan Kecamatan Wara Utara.

G. Analisis Kebutuhan Pengembangan Area Permukiman di Kota Palopo

1. Anaslisis Kependudukan

Mengantisipasi laju perkembangan jumlah penduduk dan untuk
mendukung kegiatan pembangunan dimasa yang akan datang, pada dasarnya
memerlukan distribusi fasilitas sosial ekonomi yang merata ke tiap kawasan kota
dengan pertimbangan sebagai berikut:

e Perkembangan jumilah penduduk yang akan datang ditetapkan berdasarkan

hasil proyeksi dan daya tampung ruang.
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Kepadatan dan distribusi penduduk pada setiap kawasan ditetapkan sesuai

dengan intensitas penggunaan lahan.

Tabel 38. Proyeksi dan Kepadatan Penduduk di Kota Palopo Tahun 2013

Jumish Pendudak
Luas Wila padainn
Ne Kecamatsm Existing 2002 Proyeksi 2013 (Ha) yah l((;i,,m)
(jiwa) (Jhwa)
). | Wara 50.807 260.132 2081.79 4
2. | Wara Selatan 10.146 15.016 5476 3
3. | Wara Utars 41.697 61.712 4067 15
4. | Tellu Wanua 12.1719 16.179 12753 1
Jumlah 114.829 353.039 24377.79 14

Sumber : Hasil Analisis
2. Analisis Kebutuhan Perumahan
Peningkatan jumnlah penduduk, dengan sendirinya akan berdampak pada
kebutuhan akan perumahan, sehingga berpengaruh pada intensitas pemanfaatan
lahan kawasan perkotaan. Tujuan pembangunan perumahan adalah menciptakan
lingkungan perumahan yang memenuhi syarat huni dan memenuhi syarat estetika
bagi semua lapisan masyarakat, sesuai dengan kemampuan dan aspirasinya.
Kriteria yang ditetapkan sebagai pedoman dalam mengembangkan kawasan
perumahan sebagai berikut:
= Areal pengembangan area perumahan disesuaikan dengan batasan-batasan
yang ada.
* Tidak mengorbankan lahan pertanian yang potensial secara produktif.
* Tidak mengganggu daerah aliran sungai dan tidak dalam kawasan konservasi.
Kebutuhan pengembangan area permukiman di Kota Palopo dapat dilihat

pada gambar dan Tabel berikut.
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Tabel 39. Proyeksi Kebutuhan Perumahan Di Kota Palopo Hingga Tahun

2013
Existing Kebutuhan Perumahag 2013 {(Unit)
No | Kecaman | Jumish i [ TipeA Tipe B Tipe C
1. Wara 10.574 52027 5203 15608 31216
2. Wara Selatan 2.034 3003 300 901 1802
3. Wara Utara 8.056 12342 1234 3703 7405 |
4, Tellu Wanua 2.552 3236 324 971 1942
Jumlah 23.216 70609 7061 21183 42365

Sumber : Hasil Analisis

3. Analisis Pengembangan Fisik Kota Palopo

a. Analisis Luasan Area Pengembangan

Luas Kota Palopo secara umum adalah kurang lebih 24377.79 Ha.

Berdasarkan jumlah penduduk, rata-rata kepadatan yang dibarapkan adalah 50-

100 jiwa/Ha. Dengan demikian daya tampung bangunan di Kota Palopo pada

tahun 2013 tergolong kepadatan sedang dan tinggi.

0. Analisis Struktur dan Tingkat Pelayanan Kota

Dasar pertimbangan penentuan lokas: pusat pelayanan sebagai berikut:

e Lokasi yang ditentukan sebagai pusat pelayanan adalah lokasi yang telah
terdapat fasilitas pelayanan umum baik kualitas maupun kuantitasnya,
dibanding dengan kawasan kota lainnya.

e Lokasi pusat pelayanan diarahkan pada kawasan yang mempunyai kensentrasi

penduduk tinggi,

o Lokasi pusat pelayanan diusahakan mudah dicapai atau sama terhadap

kawasan yang dilayaninya.




Pada kawasan yang terdapat konsentrasi perumahan yang agak tinggi
berfungsi sebagai sub pusat pelayanan kota, ditandai dengan ketersediaan

fasilitas kesehatan, pendidikan, pertokoan dan open space.
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BABYV
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil pembahasan maka penelitian ini dapat di simpulkan
sebagai berikut :
I. Pola perkembangan permukiman di Kota Palopo berdasarkan hasil
pembahasan dapat diidentifikasi sebagai berikut :

e Pola perkembangan yang paling dominan adalah pola sejajar yang terjadi
akibat adanya perkembangan jaringan jalan dan daerah aliran sunga: yang
berada pada keempat kecamatan yang ada pada wilayah Kota Paiopo.

o Sebagian kecil adalab pola menyebar yang disebabkan oleh adanya
topografi yang relatif seragam, hal ini dipengaruhi adanya pemusatan
aktivitas antara lain ; perdagangan, perkantoran, pendidikan dan industri.
Polo ini terjadi di Kelurahan Tompotikka Kecamatan Wara Selatan,
Kelurahan Bara Kecamatan Wara Utara dan Kelurahan, Kelurahan Boting
Kecamatan Wara dan Kelurahan Surutanga Kecamatan Wara.

» Sebagian terkecil adalah pola merumpun yakni pola perkembangan yang
terjadi akibat adalah suatu kegiatan penduduk yang terpusat, seperti
adanya konsentrasi kegiatan penduduk dan didukung topografi yang relatif
datar. Pola secara merumpun terjadi di Desa Latuppa Kecamatan Wara,
Kelurahan Rampoang Kecamatan Wara Utara dan Kelurahan Lagaligo

Kecamatan Wara.



ro

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, bahwa area-arca yang paling
potensial dikembangkan sebagai area permukiman di Kota Palopo masing-
masing adalah Kelurahan Maroangin Kecamatan Telluwanua dengan luas 20
Ha dan Kelurahan Bara Kecamatan Wara Utara dengan luas 10 Ha. Area-area
tersebut saat ini adalah lahan pertanian yang tidak produktif lagi dan
topografinya yang relatif datar, sehingga sangat berpotensi untuk
pengembangan area permukiman di Kota Palopo.
Saran-saran

Adapun saran-saran dalam penelitian ini adaiah :
Disarankan dalam pengembangan area permukiman agar dapat
memperhatikan kondisi fisik lokasi dan penggunaan lahan yang ada serta
keberadaan fasilitas penunjang dan aksesibilitas ke wilayah perkotaan.
Disarankan pemerintah kota membeitkan suatu rckomendasi kepada pihak
pengembang didalam mengembangkan permukiman agar mengarah pada area
yang telah ditentukan dan menetapkan lokasi untuk pengembangan area
permukiman dan menetapkan dalam suatu keputusan yang dapat diketahw |
oleh semua pihak.
Dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi peneliti berikutnya yang judul

mengenai pengembangan permukiman di perkotaan.
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